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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-

palu nagaya RABU, 24 DESEMBER 20258
SULTENG RAYA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Prof. Dr, H Rajindra Rum, SE, MM
Rektor

Moh Amin Parakkasi, S.Ag, M.Hi
Ketua BPH

Dr. Sudriman, S.KM M. Kes
Wakil Rektor I

Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III

Dr. Burhanuddin SE, M. M
Wakil Rektor II

Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H, M.H
Warek IV

SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN

Dugaan Kekerasan Siswa SD Ampibabo 
Tak Berlanjut ke Penyidikan

Bekali Generasi Muda 
Hadapi Dinamika 

Dunia Kerja

Tangani Banjir 
Toribulu dan Salurkan 
Air Bersih di Bolano 

Lambunu

Ikuti Penilaian Desa 
Percontohan Anti 
Korupsi Sulteng

Warga Matarape Diimbau Tahan Diri di 
Tengah Ketegangan Operasional PT Askon

Baca TANGANI Hal. 7 Baca MENAGIH Hal. 7

Baca BEKALI Hal. 7

Menagih Akar Budaya di Tengah Kepulan Debu Industri

SULTENG RAYA — Kepolisian Resor 
(Polres) Morowali mengambil langkah 

cepat menyusul ketegangan yang 
memanas di sekitar area operasional 

PT Askon (PT Astima Konstruksi).

Baca WARGA Hal. 7
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Aparat kepolisian se-
cara tegas mengimbau 
masyarakat, khususnya 
warga Desa Matarape, 
Kecamatan  Sombor i 
Kepulauan, Kabupaten 
Morowali, untuk tetap 
tenang, menahan diri, 
dan tidak melakukan 
tindakan main hakim 
sendiri.

I m b a u a n  t e r s e b u t 
disampaikan langsung 
oleh Kapolres Morowali, 
AKBP Reza Khomeini, 
S.I.K., guna meredam 
potensi konflik lanjutan 
serta menjaga stabilitas 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (Kamtibmas) 

di wilayah pesisir per-
batasan.

Ketegangan di wilayah 
Desa Matarape dikabar-
kan meningkat menyusul 
keresahan warga setem-
pat terhadap dampak 
lingkungan yang ditim-
bulkan oleh aktivitas 
perusahaan, termasuk 
persoalan debu akibat 
aktivitas hauling (pen-
gangkutan) material di 
sekitar permukiman.

 Kondisi ini sempat 
memicu reaksi keras 
dari masyarakat yang 
mendesak adanya penan-
ganan serius atas dampak 
operasional tambang ter-

sebut.
Menanggapi situasi 

yang kian rentan, Kapol-
res Morowali menegas-
kan bahwa pihak kepo-
lisian tidak akan tinggal 
diam dan tengah berupa-
ya keras mengendalikan 
situasi di lapangan secara 
persuasif namun tetap 
tegas.

“Kami meminta ke-
pada seluruh masyara-
kat di Desa Matarape 
agar senantiasa menahan 
diri, tidak mudah terpan-
cing oleh provokasi, dan 
menyerahkan sepenuh-
nya penanganan per-
soalan ini kepada pihak 
berwenang. Jangan sam-
pai ada tindakan main 
hakim sendiri yang justru 
merugikan masyarakat 
luas dan melanggar hu-
kum,” ujar AKBP Reza 
Khomeini.

Berdasarkan infor-

masi yang dihimpun di 
lapangan, ketegangan 
ini bermula dari akumu-
lasi kekecewaan warga 
terkait persoalan ling-
kungan dan aktivitas in-
dustri—seperti dampak 
debu jalur pengangkutan 
(hauling) yang dinilai 
mengganggu aktivitas 
serta kesehatan warga 
pemukiman sekitar.

Aksi yang awalnya ber-
jalan dengan penyampai-
an aspirasi secara bergan-
tian mendadak memanas 
ketika massa mendesak 
masuk ke area ring pe-
rusahaan. 

Negosiasi yang buntu 
membuat situasi di lo-
kasi berubah provokatif. 
Kendaraan milik warga 
sebanyak 2 unit di han-
curkan sebuah ekskava-
tor hingga rusak berat.  

YAMAHA GOES TO SMK

SESI edukasi siswa SMK. FOTO: IST

SULTENG RAYA – Yamaha terus memperkuat 
kehadirannya bagi generasi muda masa kini melalui 
berbagai aktivitas yang edukatif sekaligus penga-
laman yang menyenangkan dan relevan dengan 
perkembangan masa kini. 

Salah satu visi dan misi itu diwujudkan melalui 
perhelatan event “Yamaha Goes to SMK” yang 
digelar sepanjang tahun 2026 ini. Tidak hanya se-
kadar menjadi inisiatif kolaborasi Yamaha dengan 
lembaga pendidikan SMK di seluruh Indonesia, 
program ini pun juga menjadi wujud nyata dan 
komitmen Yamaha Indonesia dalam membangun 
hubungan yang lebih dekat dengan generasi muda 
sejak usia pelajar, melalui rangkaian aktivitas yang 
memadukan edukasi, kreativitas, kompetisi, serta 
experience yang bermakna bersama Yamaha.

BPBD PARIGI MOUTONG

BPBD Parigi Moutong menyalurkan air bersih di wilayah 
Kecamatan Bolano Lambunu, Jumat (2/10/2026). FOTO: BPBD 
PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA — Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Mou-
tong menangani dampak bencana hidrometeo-
rologi yang terjadi di sejumlah wilayah, Jumat 
(2/10/2026).

Penanganan dilakukan terhadap banjir yang me-
landa sejumlah desa di Kecamatan Toribulu serta 
kekeringan yang masih berdampak pada masya-
rakat di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.

MEDIASI BERUJUNG MUTASI

(KANAN) terduga pelaku kekerasan memeluk korban usai proses mediasi di Unit PPA Polres Parigi Moutong dicabut keluarga korban setelah 
proses mediasi digelar pada Senin (28/9/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA — Per-
kara dugaan kekerasan ter-
hadap seorang siswa kelas V 
Sekolah Dasar (SD) berusia 
11 tahun di Kecamatan Am-
pibabo, Kabupaten Parigi 
Moutong, berakhir melalui 
jalur mediasi. 

Laporan yang sebelumnya 
masuk ke Unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) 
Polres Parigi Moutong dica-
but keluarga korban setelah 
proses mediasi digelar pada 
Senin, 28 September 2026.

Dalam mediasi yang ber-
langsung di Unit PPA Polres 
Parigi Moutong, disepakati 
guru terduga pelaku beri-
nisial S dimutasi ke sekolah 
lain. Kebijakan itu diambil 
agar siswa yang menjadi 
korban dapat kembali men-
jalani aktivitas belajar tanpa 
harus berhadapan dengan 
guru yang diduga melaku-
kan kekerasan.

“Setelah mediasi ini, pro-
ses penyelidikan tidak dilan-
jutkan lagi, karena laporan 
sudah dicabut hari itu juga,” 
ujar Kanit PPA Polres Parigi 

Moutong, AIPDA Map-
pi saat dihubungi, Kamis 
(1/10/2026).

Mediasi tersebut mem-
pertemukan siswa bersama 

neneknya dengan guru S. 
Sejumlah pihak turut hadir, 
di antaranya Plt Ketua PGRI 
Supardin Parigi Moutong, 
Kepala Bidang SD Dinas 

Pendidikan dan Kebuda-
yaan (Disdikbud) Parigi 
Moutong Ibrahim, Koordi-
nator Wilayah Pendidikan 
dan PGRI Kecamatan Ampi-

babo, Unit PPA DP3AP2KB, 
serta pendamping sosial dari 
Dinas Sosial.

Baca DUGAAN Hal. 7

Baca IKUTI Hal. 7

DESA SULI INDAH

SULTENG RAYA - Dari 
ketinggian ribuan kaki di 
atas langit Sulawesi Tengah, 
bentang alam yang dahulu 
dikenal sebagai salah satu 
gugusan ekosistem paling 
kaya di Nusantara, kini 
menyajikan pemandangan 
yang menyayat hati. 

Penerbangan dari Palu 
menuju Morowali pada sua-

tu Jumat, bukan lagi per-
jalanan menikmati pesona 
vegetasi hijau yang mem-
bentang dari pesisir hingga 
pegunungan. Sepanjang 
jalur udara melintasi lem-
bah Palu-Donggala, Parigi 
Moutong, Morowali Utara, 
hingga hinggap di tapak 
Morowali, tanah Sulawesi 
Tengah tampak terkoyak di 

sana-sini. Daratan tercabik 
oleh ekspansi masif inves-
tasi pertambangan. Kepulan 
debu tebal membumbung 
tinggi ke udara, menjadi 
saksi bisu atas akselerasi 
ekstraksi sumber daya alam 
yang tak kenal ampun.

Kerusakan visual dari 
udara tersebut mewujud se-
cara nyata saat roda pesawat 
mendarat di Bandara Maleo, 
Morowali, dan perjalanan 
berlanjut melalui jalur darat. 

Memasuki kawasan Topoga-
ro, sambutan hangat lanskap 
pedesaan telah berganti 
menjadi pekatnya debu in-
dustri yang mengepung 
ruang udara, menyusup 
ke setiap celah pernapasan 
warga, melumuri atap ban-
gunan dan dedaunan yang 
tersisa. Realitas empiris ini 
memaksa kita masuk ke 
dalam ruang perenungan 

PROSES penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi Sulteng di Desa Suli Indah, Kamis (1/10/2026). FOTO: DINAS 
KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA  – 
Desa Suli Indah, Keca-
matan Balinggi, Kabupaten 
Parigi Moutong, menjalani 
penilaian dan klarifikasi 

lapangan sebagai calon 
Desa Percontohan Anti 
Korupsi Provinsi Sulawesi 
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SULTENG RAYA – Polri terus 
memperkuat komunikasi dua arah 
dengan masyarakat melalui pro-
gram prioritas Kapolri. Hal tersebut 
diwujudkan Dirtahti Polda Sula-
wesi Tengah AKBP Muhammad 
Taufik, S.H., bersama Kapolsek 
Labuan Iptu Umar Lahabe, S.A.P., 
dengan menggelar Jumat Curhat 
di Aula Polsek Labuan, Kabupaten 
Donggala, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi 
wadah penyampaian informasi dari 
Kepolisian kepada masyarakat, 
tetapi juga membuka kesempatan 
bagi warga untuk menyampaikan 
secara langsung berbagai per-
soalan, saran dan harapan terkait 
pelayanan kepolisian maupun 
kondisi kamtibmas di lingkungan 
mereka.

Taufik mengatakan, interaksi 
langsung dengan masyarakat pen-
ting dilakukan untuk memastikan 
berbagai persoalan yang berkem-
bang di tengah masyarakat dapat 
diketahui sejak dini.

Menurutnya, masukan masya-
rakat merupakan bagian penting 

dalam evaluasi pelaksanaan tugas 
Kepolisian, sekaligus menjadi 
bahan untuk meningkatkan pe-
layanan agar semakin responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. 
Dibutuhkan komunikasi dan kerja 
sama dengan seluruh elemen masy-
arakat untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban. Karena itu, kami 
hadir untuk mendengar dan men-
cari solusi bersama,”kata Taufik.

Sementara, Kapolsek Labuan 
Iptu Umar Lahabe menambahkan 
pihaknya akan terus membangun 
komunikasi dengan masyarakat 
melalui berbagai kegiatan kepoli-
sian, termasuk Jumat Curhat. Hal 
tersebut diharapkan dapat men-
ciptakan hubungan yang semakin 
dekat antara polisi dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Polri 
menegaskan komitmennya untuk 
terus hadir, mendengar dan meres-
pons berbagai aspirasi masyarakat 
sebagai bagian dari upaya mewu-
judkan pelayanan Kepolisian yang 
humanis, terbuka dan semakin 
dekat dengan masyarakat. AMR

Dirtahti Bangun 
Komunikasi Dua Arah 
Dengan Warga Labuan

SUASANA komunikasi Dirtahti dengan masyarakat Labuan dalam aplikasi pro-
gram Jumat Curhat, Jumat (2/10/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Bupati Parigi 
Moutong (Parmout), Erwin Burase 
melepas 62 anggota kontingen Lem-
baga Pembinaan dan Pengembangan 
Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) 
Kabupaten Parigi Moutong untuk 
mengikuti Pesta Paduan Suara Ge-
rejani (Pesparani) Katolik tingkat 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelepasan kontingen berlangsung 
di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi 
Moutong, Kamis (1/10/2026).

Dalam sambutannya,  Erwin 
menyampaikan apresiasi kepada se-
luruh kontingen yang telah memper-
siapkan diri untuk membawa nama 
Kabupaten Parigi Moutong dalam 
ajang Pesparani tingkat provinsi.

Menurutnya, keikutsertaan Parigi 
Moutong dalam Pesparani tidak 
hanya menjadi bagian dari kegiatan 
keagamaan, tetapi juga menjadi 
momentum untuk memperkuat ke-
rukunan, toleransi dan persaudaraan 
di tengah keberagaman masyarakat.

“Keikutsertaan Kabupaten Parigi 
Moutong dalam Pesparani Katolik 
tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 

merupakan bagian dari komitmen 
kita bersama untuk terus memban-
gun kehidupan masyarakat yang 
rukun, harmonis, toleran dan saling 
menghormati dalam bingkai kebe-
ragaman,” ujar Erwin.

Ia meminta seluruh kontingen 
mengikuti seluruh rangkaian kegi-
atan dengan penuh kesungguhan, 
disiplin dan tanggung jawab. Kon-
tingen juga diminta menjunjung 
tinggi sportivitas serta menjaga sikap 
selama mengikuti kegiatan.

Erwin menegaskan, para peserta 
tidak hanya membawa nama priba-
di, tetapi juga nama baik Kabupaten 
Parigi Moutong.

“Jadikan kesempatan ini sebagai 
momentum untuk menunjukkan 
bahwa Kabupaten Parigi Moutong 
memiliki sumber daya manusia yang 
mampu berprestasi sekaligus men-
junjung tinggi nilai persaudaraan 
dan toleransi,” katanya.

Ia berharap keikutsertaan kontin-
gen tidak semata-mata berorientasi 
pada prestasi, tetapi juga dapat mem-
pererat persaudaraan antarsesama 

umat beragama dan memperkuat 
semangat kebersamaan dalam kehi-
dupan bermasyarakat.

Erwin juga menyampaikan apresiasi 
kepada para pembina, pelatih, pendam-
ping dan official yang telah mempersiap-
kan kontingen. Dukungan keluarga dan 
seluruh pihak yang turut membantu, 
baik secara moril maupun materil, juga 
dinilai penting dalam keikutsertaan 
Parigi Moutong pada ajang tersebut.

“Jaga kesehatan, kekompakan 
dan semangat selama mengikuti ke-
giatan. Berikan penampilan terbaik 
dengan penuh keyakinan dan tetap 
menjunjung tinggi nilai-nilai keber-
samaan,” pesannya.

Sebanyak 62 anggota kontingen 
Parigi Moutong akan mengikuti 
sejumlah kategori lomba dalam 
Pesparani tingkat Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kategori tersebut meliputi 
paduan suara campuran, cerdas 
cermat rohani anak-anak, cerdas 
cermat rohani remaja, tutur kitab 
suci, mazmur anak-anak, mazmur 
remaja, mazmur Orang Muda Kato-
lik (OMK), serta mazmur dewasa. AJI

PLN dan APINDO Perkuat 
Kolaborasi Investasi Energi 

Untuk Ketahanan Listrik Sulteng
SULTENG RAYA - Semangat 

memperkuat ketahanan energi dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah menjadi bahasan utama per-
temuan antara PT PLN (Persero) UID 
Suluttenggo bersama Dewan Pim-
pinan Provinsi Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (DPP APINDO) Sulawesi 
Tengah. Pertemuan tersebut menjadi 
ruang strategis untuk membahas 
peluang investasi sektor energi listrik 
sekaligus memperkuat pemahaman 
dunia usaha terhadap proses dan 
prosedur investasi ketenagalistrikan 
di Sulawesi Tengah.

Pertemuan yang berlangsung 
dalam suasana santai namun penuh 
pembahasan strategis tersebut di-
pimpin oleh Ketua DPP APINDO 
Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra. 
Sementara dari PLN UID Sulutteng-
go hadir Noven N. Koropit selaku 
Manager Komunikasi dan TJSL yang 
mewakili manajemen, didampingi 
jajaran PLN UP3 Palu.

Salah satu fokus pembahasan 
adalah peluang investasi di sektor 
ketenagalistrikan yang dinilai memi-
liki peran vital dalam menopang per-
tumbuhan industri dan dunia usaha 
di Sulawesi Tengah. PLN bersama 
APINDO membedah bagaimana ke-
butuhan energi listrik dapat berjalan 
beriringan dengan geliat investasi, 
termasuk transparansi proses, me-
kanisme, serta prosedur investasi di 
sektor energi yang dapat dipahami 
lebih baik oleh para pelaku usaha.

Pembahasan tersebut semakin 
relevan dengan kondisi kelistrikan 
Sulawesi Tengah yang saat ini 
menghadapi tantangan akibat fe-
nomena El Nino. Kondisi alam ini 
berdampak terhadap menurunnya 
debit air pada sejumlah sumber 
pembangkit tenaga air dan mikrohi-
dro, termasuk Danau Poso yang 
menjadi salah satu pemasok utama 
listrik di wilayah tersebut.

Ketua DPP APINDO Sulteng, 
Wijaya Chandra, menilai pertemuan 

SULTENG RAYA- Me-
maknai Hari Kesaktian Pan-
casila melalui aksi nyata di 
tengah masyarakat, PT PLN 
(Persero) Unit Pelaksana 
Pelayanan Pelanggan (UP3) 
Palu berkolaborasi dengan 
Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Ma-
nusia dan Kebudayaan (Ke-
menko PMK), UN Women, 
serta Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Sigi. 

Kolaborasi ini diwujud-
kan lewat sosialisasi Pro-
gram Kesiapsiagaan Berba-
sis Pemberdayaan Masy-
arakat di Koperasi Desa 
Merah Putih (KDMP) Desa 
Sidera, Kecamatan Sigi Kota, 
Kabupaten Sigi, Sulawesi 
Tengah, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan ini merupakan 
rangkaian Tanggung Ja-
wab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) Desa Siaga Bencana 
PLN Suluttenggo 2026. Mo-
mentum yang berdekatan 
dengan Hari Kesaktian Pan-
casila ini diterjemahkan me-
lalui semangat gotong royo-
ng, kepedulian sesama, dan 
penguatan kolaborasi lintas 
sektor untuk membangun 
ketangguhan masyarakat 
dalam menghadapi risiko 
bencana.

Sosialisasi ini dibuka se-
cara resmi oleh Bupati Sigi, 
Mohamad Rizal Intjenae, 

S.Sos., M.Si. Dalam sam-
butannya, Rizal mengapre-
siasi sinergi yang dimotori 
oleh PLN bersama Kemen-
ko PMK, UN Women, dan 
BPBD Kabupaten Sigi. Ia 
menekankan bahwa masy-
arakat dan keluarga har-
us menjadi bagian utama 
dalam mitigasi bencana.

“Kesiapsiagaan bencana 
tidak dapat hanya mengan-
dalkan pemerintah. Kola-
borasi dan gotong royong 
seperti ini sejalan dengan 
semangat Pancasila, khusus-
nya dalam membangun ke-
pedulian dan kebersamaan 
di tingkat akar rumput,” 
ungkap Rizal.

Hadir pula dalam kegi-
atan tersebut perwakilan 
Kemenko PMK, perwakilan 
UN Women Risa Yudhia-
na, Asisten Manager Ren 
PLN UP3 Palu I Made Agus 
Adhi Merta, Camat Sigi Kota 
Alex, Kepala Dinas Komin-
fo Kabupaten Sigi Samsir, 
Kepala Desa Sidera Moh. 
Aris M. Pantowana, unsur 
Forkopimda (Polres Sigi dan 
Dandim 1306), perwakilan 
BPBD, Forum Pengurangan 
Risiko Bencana (FPRB) Sigi, 
serta akademisi Universitas 
Tadulako.

Dalam sesi edukasi, masy-
arakat mendapatkan materi 
seperti pengenalan ilmu 
bumi dan early warning 

system, materi keluarga 
tangguh bencana dan desa 
tangguh bencana, serta 
materi Kepemimpinan pe-
rempuan dan ketangguhan 
masyarakat yang responsif 
dan Inklusif.

Manajer PLN UP3 Palu, 
Ansar, menjelaskan bahwa 
Program Desa Siaga Ben-
cana merupakan wujud ko-
mitmen berkelanjutan PLN 
di luar penyediaan listrik 
yang andal. PLN ingin hadir 
di tengah masyarakat tidak 
hanya saat kondisi darurat, 
tetapi jauh sebelum bencana 
terjadi melalui penguatan 
kapasitas warga.

“Melalui Program Desa 
Siaga Bencana, kami ingin 
mendorong masyarakat agar 
semakin siap dan mandiri. 
Bagi PLN, keberlanjutan bu-
kan hanya tentang menjaga 
keandalan listrik, tetapi juga 
memperkuat ketangguhan 
sosial masyarakat,” ungkap 
Ansar.

Melalui kegiatan ini, PLN 
berharap warga Desa Sidera 
dapat menerapkan ilmu mi-
tigasi secara mandiri dalam 
kehidupan sehari-hari, mu-
lai dari mengenali potensi 
bahaya, memahami sistem 
peringatan dini, hingga 
menyiapkan jalur evakuasi 
sebagai wujud nyata penga-
malan nilai-nilai Pancasila di 
tengah masyarakat.*/HJ

RAPAT pertemuan antara PT PLN (Persero) UID Suluttenggo bersama Dewan Pimpi-
nan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sulawesi Tengah  bahas 
peluang investasi sektor energi listrik sekaligus memperkuat pemahaman dunia usaha 
terhadap proses dan prosedur investasi ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah. FOTO : PLN

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu berkolaborasi dengan Kemen-
terian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), UN Women, 
serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi. FOTO : PLN

PLN Kolaborasi Lintas Sektor Bangun 
Program Desa Siaga Bencana di Sigi

bersama PLN ini menjadi momentum 
krusial untuk membangun komu-
nikasi yang lebih erat antara dunia 
usaha dan sektor ketenagalistrikan.

“Pertemuan ini sangat penting 
karena dunia usaha membutuhkan 
kepastian energi. Kami ingin men-
getahui secara langsung kondisi 
kelistrikan Sulawesi Tengah, sekali-
gus menggali peluang dan prosedur 
investasi di sektor energi listrik,” 
ungkap Wijaya.

Menurutnya, ketersediaan ener-
gi yang stabil merupakan fondasi 
utama dalam menciptakan iklim 
investasi yang sehat. Oleh karena itu, 
komunikasi intensif antara pelaku 
usaha dan PLN perlu terus dipeli-
hara agar proyeksi kebutuhan energi 
industri dapat dipetakan sejak dini.

Senada dengan hal tersebut, Mana-
ger PLN UP3 Palu, Ansar, menyam-
paikan bahwa kolaborasi erat dengan 
dunia usaha adalah kunci dalam 
membangun ekosistem kelistrikan 
yang adaptif terhadap berbagai tan-
tangan. PLN tidak hanya berfokus 
pada penyediaan listrik semata, 
melainkan juga proaktif membuka 

ruang dialog dengan para pemang-
ku kepentingan demi memastikan 
keberlanjutan pasokan energi.

General Manager PLN UID Sulut-
tenggo, Usman Bangun, menegaskan 
bahwa ketahanan sistem kelistrikan 
merupakan tanggung jawab bersama 
yang menuntut sinergi kuat dari 
berbagai lintas sektor.

“Ketahanan energi hari ini bukan 
sekadar berbicara tentang kapasitas 
pembangkit semata, melainkan ten-
tang kesiapan kita bersama dalam 
menghadapi dinamika perubahan 
alam, melakukan diversifikasi sum-
ber energi, serta memperkuat kolabo-
rasi lintas sektor. Sinergi antara PLN 
dan APINDO membuktikan bahwa 
tantangan kelistrikan di Sulawesi 
Tengah harus dihadapi secara gotong 
royong,” tegas Usman.

Bagi PLN dan para pelaku usaha, 
semangat kolaborasi diwujudkan 
melalui aksi nyata. PLN berkomit-
men menjaga keandalan serta keber-
lanjutan pasokan listrik, sementara 
dunia usaha berperan aktif dalam 
menggerakkan investasi dan roda 
perekonomian daerah.*/HJ

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase foto bersama dengan kontigen Pesparani Katolik pada acara pelepasan di Aula Lantai II 
Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARMOUT

Kontingen Parmout Siap 
Berlaga di Pesparani 
Katolik Sulteng
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Kegiatan yang berlangs-
ung di Mako Polres Buol 
itu dirangkaikan dengan 
penyerahan bantuan semba-

ko kepada masyarakat. Se-
banyak 300 paket sembako 
diserahkan melalui Polsek 
Biau, Polsek Momunu, dan 

KAPOLDA Sulawesi Tengah, Irjen Pol Nasri saat membagikan paket sembako kepada warga dalam kunjungan kerjanya ke Polres Buol 
pada Rabu (30/9/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Kapolda Sulteng Bagikan 
300 Paket Sembako 

untuk Masyarakat Buol

SULTENG RAYA - Kapolda Sulawesi Ten-
gah (Sulteng), Irjen Pol Nasri melanjutkan 
kunjungan kerjanya ke Polres Buol pada 
Rabu (30/9/2026). Dalam kunjungan terse-
but, Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari 
Daerah Sulawesi Tengah Ny. Lina Nasri.

Polsek Bokat.
Penyerahan bantuan ter-

sebut menjadi bagian dari 
kepedulian Polri terhadap 
masyarakat. Kegiatan ini 
sekaligus menjadi sarana 
mempererat komunikasi 
dan hubungan antara kepo-
lisian dengan masyarakat di 
wilayah hukum Polres Buol.

Dalam kunjungan itu, 
Kapolda Sulteng turut di-
dampingi Dirbinmas Kom-
bes Pol Sirajuddin Ramly, 
Dirintelkam Kombes Pol 
Andi Aditya Sakti, Penata 
Kebijakan Kapolri Madya 
Tk. III Kombes Pol Rentrix 
Ryaldi Yusuf, dan Kabid 
TIK Kombes Pol Heni Agus 
Sunandar serta sejumlah 
pengurus Bhayangkari Dae-
rah Sulawesi Tengah.

Setelah penyerahan ban-
tuan, Kapolda Sulawesi Ten-
gah memberikan arahan 
kepada seluruh personel 
Polres Buol. Pertemuan ter-
sebut menjadi kesempatan 
bagi pimpinan untuk ber-
interaksi langsung sekali-
gus memberikan penguatan 
dalam pelaksanaan tugas.

Kapolda Sulteng Irjen 
Nasri menekankan pen-
tingnya menjaga disiplin, 
profesionalisme, integritas, 
dan soliditas dalam men-
jalankan tugas kepolisian. 
Personel juga diarahkan un-
tuk memberikan pelayanan 

yang humanis, responsif, 
bertanggung jawab, serta 
tetap menjaga nama baik 
institusi Polri.

Melalui arahan tersebut, 
personel Polres Buol diha-
rapkan semakin termotivasi 
dalam menjalankan tugas 
dan meningkatkan kesia-
psiagaan menjaga situasi 
kamtibmas. Kapolda juga 
mendorong personel untuk 
menghindari pelanggaran 
serta melaksanakan tugas 
sesuai ketentuan dan kebija-
kan pimpinan.

Terpisah, Kabidhumas 
Polda Sulteng Kombes Pol 
Achmad Muhaimin men-
gatakan, kegiatan kun-
jungan kerja tersebut me-
rupakan bagian dari upaya 
pimpinan Polda Sulteng 
memperkuat komunikasi 
dengan personel sekaligus 
membangun kedekatan den-
gan masyarakat. 

Menurutnya, hubungan 
yang baik antara Polri dan 
masyarakat perlu terus di-
bangun melalui kehadiran 
serta pelayanan langsung di 
lapangan. 

"Dengan penguatan in-
ternal dan komunikasi 
yang terjaga, Polres Buol 
diharapkan semakin siap 
menjalankan tugas menjaga 
keamanan dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
masyarakat," jelasnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Pres-
tasi membanggakan ditore-
hkan Serda Heriyanto, ang-
gota Kodam XXIII/Palaka 
Wira, yang berhasil lolos 
seleksi dan terpilih menjadi 
bagian dari Tim Nasional 
Indonesia untuk dipersiap-
kan menghadapi World Cup 
Petanque Championship 
2026 di Thailand.

Serda Heriyanto yang 
juga merupakan atlet Peng-
prov Federasi Olahraga 
Petanque Indonesia (FOPI) 
Sulawesi Tengah dinyata-
kan lolos setelah mengikuti 
rangkaian seleksi 
melalui program 
training camp 
dan evaluasi 
Tim Binpres 
PB FOPI. 

K e p a s -
t ian  ter -
s e b u t 
tertuang 
d a l a m 
s u r a t 
P e n -
g u r u s 
B e s a r 
Federasi 
Olahra-
g a  P e -
t a n q u e 
Indone-
s i a  ( P B 
FOPI) No-
mor 108/
FOPI/IX/2026 
tertanggal  26 
September 2026. 
Se lan jutnya , 
Serda Heriyan-
to akan men-
gikuti pemu-
satan latihan 
nasional (Pe-
latnas) seba-
gai persiapan 
menghadapi 
kejuaraan dunia yang dijad-
walkan berlangsung 20–26 

Serda Heriyanto

ANGGOTA KODAM XXIII/PW

Serda Heriyanto Siap Bela Indonesia 
di World Cup Petanque Thailand

November 2026 di Khon 
K a e n University, 

T h a i -

land. Keberhasilan Serda 
Heriyanto menjadi kebang-
gaan bagi Kodam XXIII/

Palaka Wira. Di tengah pe-
laksanaan tugasnya seba-
gai prajurit TNI AD, Serda 
Heriyanto mampu mengem-
bangkan potensi di bidang 
olahraga hingga berhasil 
menembus Tim Nasional 
Indonesia.

Prestasi tersebut seka-
ligus menunjukkan bah-
wa prajurit Kodam XXIII/
Palaka Wira tidak hanya 
dituntut profesional dalam 
menjalankan tugas, tetapi 
juga memiliki kesempatan 
untuk mengembangkan ba-
kat dan mengukir prestasi di 

berbagai bidang. Pela-
tih Pengprov FOPI 

Sulteng, Andi 
Brilink, turut 
m e n y a m p a i -
kan apresiasi 
atas dukun-
gan Pangdam 
XXIII/Palaka 
Wira, Mayjen 
TNI J. Binsar 
P. Sianipar, 
t e r h a d a p 
pembinaan 
atlet petan-
q u e  S u l a -
w e s i  T e n -
gah. 

“ T e r i m a 
kasih kepada 

Pangdam XXI-
II/Palaka Wira 

yang selalu memberikan 
support dan memberikan 
izin kepada atlet kami 
untuk tetap latihan,” ujar 
Andi. Dengan keber-
hasilan tersebut, Serda 
Heriyanto kini bersiap 
membawa nama Indo-
nesia, Sulawesi Tengah, 
dan Kodam XXIII/Pala-
ka Wira pada ajang pe-

tanque tingkat dunia di 
Thailand. Prestasi prajurit, 

kebanggaan Kodam, har-
umkan nama Indonesia.*/YAT

S U L T E N G  R A Y A  - 
Suasana khidmat mewarnai 
upacara peringatan Hari 
Kesaktian Pancasila 2026 
di Markas Polda Sulawesi 
Tengah (Sulteng), Kamis 
(1/10/2026). Upacara ber-
langsung di lapangan apel 
Mako Polda Sulteng dan di-
ikuti seluruh personel Polri 
serta ASN.

Peringatan Hari Kesaktian 
Pancasila tahun ini men-
gusung tema “Pancasila 
Pemersatu Bangsa Menuju 
Indonesia Berdaulat, Adil 
dan Makmur”. Kegiatan ter-
sebut menjadi momentum 
untuk kembali menguatkan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
pelaksanaan tugas dan kehi-
dupan bermasyarakat.

Kapolda Sulteng Irjen 
Pol Nasri melalui Karoops 
Polda Sulteng Kombes Pol 
Giuseppe Reinhard Gultom, 
bertindak sebagai inspektur 
upacara. Sejumlah Pejabat 
Utama (PJU) Polda Sulteng 
turut hadir mengikuti rang-
kaian upacara.

Dalam upacara tersebut, 
Kompol Reky P.H. Moniung 
dipercaya sebagai koman-
dan upacara. Sementara 
pembacaan Pembukaan 
UUD Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 dilakukan 
Iptu I Nyoman Wirastika 
Adi, sedangkan naskah ikrar 
dibacakan Ipda Kasmudin.

Peringatan tersebut juga 
menjadi pengingat bagi se-
luruh personel Polri dan 
ASN mengenai pentingnya 

UPACARA peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Markas Polda Sulawesi Tengah, Kamis (1/10/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Polda Sulteng 
Ingatkan Pentingnya Jaga Keberagaman

menjadikan Pancasila seba-
gai dasar negara sekaligus 
landasan dalam menjalan-
kan tugas dan kehidupan 
berbangsa serta bernegara.

Kabidhumas Polda Sul-
teng Kombes Pol Achmad 
Muhaimin mengatakan, 
nilai-nilai Pancasila perlu 
terus diimplementasikan 
dalam pelaksanaan tugas 
kepolisian. 

Menurutnya, semangat 
persatuan dan toleransi 
menjadi bagian penting 
dalam menjaga situasi 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat.

“Pancasila harus menjadi 
landasan bagi setiap per-
sonel dalam menjalankan 
tugas, terutama dalam mem-
berikan pelayanan kepada 
masyarakat. Semangat per-

satuan, toleransi dan go-
tong royong harus terus kita 
jaga,” kata Kombes Achmad 
Muhaimin.

Ia menambahkan, kebe-
ragaman masyarakat Su-
lawesi Tengah merupakan 
bagian penting yang harus 
dirawat bersama. 

Karena itu, setiap per-
sonel diharapkan mampu 
menunjukkan sikap yang 

menjunjung toleransi serta 
mengedepankan kepentin-
gan masyarakat.

“Melalui momentum Hari 
Kesaktian Pancasila ini, mari 
kita perkuat persatuan dan 
kesatuan serta terus mem-
berikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat den-
gan berpegang teguh pada 
nilai-nilai Pancasila,” je-
lasnya.*/YAT



WARTA UMUM4 SABTU, 3 OKTOBER 2026
SULTENG RAYA

Undang-undang yang dise-
but AB 2017 itu, secara resmi 
mengakui hari raya Islam Idul 
Fitri dan Idul Adha dalam 
peraturan negara bagian Ca-
lifornia terhitung sejak 10 
September, dikutip dari laman 
FOX 40, Kamis (1/10/2026) 

Aturan ini diajukan kepa-
da Gubernur Newsom oleh 

anggota Majelis (Assembly-
member) Matt Haney, bekerja 
sama dengan sejumlah komu-
nitas dan organisasi Muslim, 
pada Maret lalu."California 
merupakan rumah bagi salah 
satu komunitas Muslim ter-
besar dan paling dinamis di 
negara ini, dan tradisi mereka 
layak mendapatkan penga-

KEHARIAN warga Muslim di Kota Hamtramck, Amerika. FOTO: GOOGLE.COM

Idul Fitri dan Idul Adha Jadi 
Hari Libur Resmi California

SULTENG RAYA - Sebuah rancangan un-
dang-undang yang mengusulkan pengakuan 
Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur 
resmi di California negara bagian Amerika 
Serikat (AS) telah disahkan menjadi un-
dang-undang. Pengesahan ini memungkin-
kan pekerja menggunakan jatah cuti berba-
yar yang ada untuk merayakan hari raya 
tersebut.

kuan serta penghormatan," 
kata Haney dalam sebuah 
siaran pers. 

"Pengakuan terhadap hari 
raya Idul Fitri dan Idul Adha 
dalam hukum negara bagian 
merupakan langkah penting 
untuk memastikan setiap 
warga California dapat me-
rayakan hari raya mereka 
bersama keluarga tanpa har-
us melakukan pengorbanan 
yang tidak perlu," ujar Haney.

Pengesahan AB 2017 tidak 
hanya memberikan pengaku-
an resmi dari negara bagian 
terhadap kedua hari raya Idul 

Fitri tersebut. 
Adanya aturan ini juga 

memberikan sarana yang 
diperlukan bagi sekolah dan 
tempat kerja sektor publik 
untuk membantu warga men-
jalankan ibadah mereka tanpa 
terbentur oleh tuntutan karier 
maupun kewajiban akademis 
yang memberatkan.

"AB 2017 mencerminkan 
komitmen bersama Komisi 
untuk mewujudkan Califor-
nia di mana institusi publik 
mengakui dan menghormati 
komunitas yang mereka lay-
ani," kata Ketua Komisi Cali-

fornia untuk Urusan Warga 
Amerika keturunan Asia dan 
Kepulauan Pasifi k (California 
Commission on Asian and 
Pacific Islander American 
Affairs), Jason Paguio, dalam 
siaran pers tersebut. 

"Dengan mengakui seca-
ra resmi Idul Fitri dan Idul 
Adha, negara bagian kita 
menegaskan makna budaya 
dari perayaan-perayaan ini 
sekaligus memberikan sarana 
praktis bagi sekolah dan tem-
pat kerja sektor publik untuk 
mendukung mereka yang 
merayakannya," kata Jason.RPB

SULTENG RAYA - Pemer-
intah Kota (Pemkot) Bandung 
melalui Dinas Ketahanan Pan-
gan dan Pertanian (DKPP) te-
lah menangkap seribu kucing 
liar sepanjang 2026 di Kota 
Bandung. Mereka berupaya 
mencegah terjadi ledakan 
kucing liar di Kota Bandung.

Salah satu yang dilakukan 
pada Jumat (25/9/2026) petu-
gas menangkap kucing liar di 
kawasan Jalan Nias. Pihaknya 
juga mencegah terjadi penu-
laran penyakit dari kucing ke 
manusia.

Kabid Peternakan dan Ke-
sehatan Hewan DKPP Kota 
Bandung Wilsandi Saefullah 
mengatakan penanganan 
kucing liar yang diamankan 
menggunakan metode tang-
kap, steril, dan lepaskan. Ia 
mengatakan kucing-kucing 
liar tersebut tidak ditelantar-
kan atau dimatikan setelah 
ditangkap.

"Kita melakukan penang-
kapan kucing liar untuk se-
lanjutnya akan kami sterilisasi 
dan diberikan perawatan," 
ucap dia, Jumat (25/9/2026).

Wilsandi mengatakan 
setiap kucing yang ditang-
kap akan mendapatkan pe-
nanganan medis. Setelah 
mendapatkan penanganan 
medis, kucing-kucing liar 
itu dikembalikan ke tempat 
mereka diambil.

"Setelah proses sterilisasi se-

SEJUMLAH kucing usai disterilisasi. FOTO: REP

Seribu Kucing Liar Ditangkap 
Sepanjang 2026 di Bandung

lesai, kami lakukan pemeliha-
raan dulu sampai kondisinya 
pulih kembali. Setelah pulih, 
baru akan kami lepaskan 
kembali di lokasi asal penang-
kapan," kata dia.

Ia menambahkan repro-
duksi kucing tergolong cepat. 
Karena itu, sterilisasi menjadi 
solusi yang paling ideal. Selain 
menekan jumlah populasi, 
program ini memiliki tujuan 
krusial bagi kesehatan masy-

arakat.
Di sisi lain, Pemkot Ban-

dung memastikan seluruh 
proses penanganan ini berpe-
gang teguh pada prinsip ke-
sejahteraan hewan. Wilsandi 
menekankan pihaknya mela-
rang keras tindakan pemusna-
han hewan.

"Kita tidak boleh melaku-
kan hal-hal seperti eliminasi, 
itu harus kita hindari," kata 
dia.RPB

SULTENG RAYA - Se-
banyak 400 pelajar dari 30 
kota dan kabupaten di In-
donesia mengikuti Asia 
Youth International Model 
United Nations (AYIMUN) 
Bandung Chapter 2026 pada 
29-30 Agustus 2026. Forum 
tersebut menggunakan si-
mulasi sidang Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 
melatih peserta membahas 
isu global, bernegosiasi, dan 
menyusun keputusan.

AYIMUN Bandung Chap-
ter memiliki tiga council 
yang mensimulasikan forum 
PBB. Kegiatan ini diseleng-
garakan International Glo-
bal Network (IGN) dengan 
dukungan Kementerian Pa-
riwisata.

President IGN Muham-
mad Fahrizal mengatakan, 
keterampilan yang dipero-
leh peserta melalui simu-
lasi Model United Nations 
(MUN) berkaitan dengan 
kemampuan yang dibu-
tuhkan dalam menghadapi 
persoalan di masa depan.

“Keputusan yang ka-
lian buat disini mungkin 
memang merupakan ba-
gian dari sebuah simulasi. 
Namun, keterampilan yang 
kalian kembangkan di sini 
adalah sesuatu yang nyata: 
kemampuan untuk berne-
gosiasi, keberanian untuk 
berbicara, kedisiplinan un-
tuk mendengarkan, dan ke-
mauan untuk bekerja bersa-
ma orang-orang yang tidak 
selalu melihat dunia dengan 
cara yang sama seperti kali-
an. Inilah kualitas-kualitas 
yang akan dituntut oleh 
berbagai tantangan di masa 
depan,” ujar Fahrizal pada 
Selasa (1/9/2026).

Perwakilan United Na-
tions Indonesia Diandra 
Pratami menyoroti posisi 
Bandung dalam sejarah di-
plomasi internasional ka-
rena menjadi lokasi Kon-
ferensi Asia-Afrika 1955. 
Ia menjelaskan tiga fokus 
utama PBB di Indonesia, 
yakni human development, 
nature, decarbonization and 
resilience, serta economic 
and digital transformation.

Ketiga fokus tersebut di-
terjemahkan melalui berba-
gai program yang mendu-
kung target pembangunan 
nasional dan Sustainable 
Development Goals (SDGs), 
dengan melibatkan generasi 
muda.

"Anak muda bukan hanya 
penerima manfaat dari pem-
bangunan, tetapi juga me-
rupakan bagian penting dari 
mereka yang membentuk 
masa depan. Karena itu, ke-
terlibatan anak muda dalam 
berbagai isu pembangunan 
menjadi sangat penting,” 
ujar Diandra.

Pembicara lainnya, Fuel 
Terminal Manager PT Per-
tamina (Persero) Afi fah Rah-
mawati mengajak peserta 
melihat makna “securing 
tomorrow” secara lebih luas. 
Menurutnya, memastikan 
masa depan juga berkaitan 
dengan pemahaman ter-
hadap identitas dan nilai-ni-
lai yang perlu dijaga untuk 
generasi mendatang.

Selama konferensi, peserta 
mengikuti diskusi dan simu-
lasi sidang diplomasi. Setiap 
sesi didampingi chairs dan 
fasilitator untuk membantu 
delegasi menjalankan simu-
lasi dan membahas isu yang 
menjadi agenda masing-ma-
sing council.

AYIMUN Bandung Chap-
ter diikuti Li Pei Kon, Raf-
liansyah, Syaqirah binti 
Ahmad, Ahmad Moqtav, 
Gianina Edella, Tushar, 
Krisalin Marpaung, dan Ja-
son Ong sebagai chairs dan 
fasilitator.

AYIMUN Bandung Chap-
ter merupakan salah satu 
rangkaian pengembangan 
AYIMUN Chapter di In-
donesia dengan dukungan 
Kementerian Pariwisata dan 
Pertamina. Program serupa 
sebelumnya diselenggara-
kan di Kelapa Gading, Be-
kasi, Pekanbaru, dan Depok.

Setelah Bandung, IGN 
akan melanjutkan rangkaian 
AYIMUN melalui AYIMUN 
Cibubur Chapter pada 26-27 
September 2026 dan AYI-
MUN Penang Chapter pada 
10-11 Oktober 2026.RPB

SULTENG RAYA - Univer-
sitas Muhammadiyah Jakarta 
(UMJ) mendorong mahasis-
wa baru untuk membangun 
kemampuan kepemimpinan 
diri dan mempersiapkan diri 
menghadapi perkembangan 
teknologi. Hal tersebut men-
jadi salah satu pembahasan 
dalam talkshow rangkaian 
Pengenalan Kehidupan Kam-
pus bagi Mahasiswa Baru 
(PKKMB) UMJ 2026 yang 
berlangsung di Auditorium 
K. H. Ahmad Azhar Basyir, 
Gedung Cendekia UMJ, Senin 
(21/9/2026).

Talkshow menghadirkan 
Deputy Director, Public Af-
fairs Territory and Social Im-
pacts, Grab Indonesia, Clarina 
Andreny, serta Dosen UMJ, 
Miftahul Ulum. Keduanya 
membahas kepemimpinan, 
kemampuan yang perlu 
dipersiapkan mahasiswa, 
hingga penggunaan Artifi cial 
Intelligence (AI) di tengah 
perubahan teknologi yang 
berlangsung cepat.

Clarina Andreny menyebut 
tiga kemampuan yang pen-
ting dipersiapkan generasi 
muda di tengah perubahan 
yang berlangsung cepat. Keti-
ganya diperlukan agar maha-
siswa mampu mengembang-
kan keahlian, menyampaikan 
gagasan, dan bekerja bersama 

UMJ Bekali Mahasiswa Baru Hadapi 
Era AI dan Perubahan Teknologi

dalam menghadapi berbagai 
perubahan.

“Yang pertama adalah con-
tent mastery, artinya kita har-
us benar-benar memahami 
dan mendalami keahlian atau 
ilmu yang kita punya. Mung-
kin yang kedua itu adalah 
clear communication, dan 
yang terakhir collaboration,” 
jelas Clarina.

Selanjutnya, Clarina men-
jelaskan penerapan Agile lea-
dership melalui prinsip yang 
diterapkan di Grab. Ia menye-
but heart sebagai kemampuan 
untuk memahami dan berem-
pati terhadap persoalan yang 
ingin diselesaikan, sedangkan 
humanity mendorong sese-
orang untuk terus belajar dan 
menyadari hal-hal yang masih 
perlu diperbaiki.

“Ketika kita punya heart, 
kita bisa benar-benar me-
mahami ini sebenarnya apa 
sih permasalahannya. Yang 
kedua adalah humanity, ke-
tika kita punya humanity 
kita ingin terus belajar karena 
era yang sangat cepat,” tutur 
Clarina.

Dalam pengambilan kepu-
tusan, Clarina juga membahas 
pemanfaatan AI di tengah 

banyaknya informasi yang ter-
sedia. Menurutnya, teknologi 
tersebut dapat membantu pro-
ses pengambilan keputusan, 
tetapi masukan dari berbagai 
pihak tetap diperlukan agar 
keputusan yang dihasilkan 
tidak hanya cepat, tetapi juga 
tepat.

Sementara itu, Miftahul 
Ulum yang juga menjabat 
sebagai Kepala Kantor Ke-
mitraan dan Reputasi Global 
(KKRG) UMJ, menekankan 
bahwa mahasiswa perlu me-
mulai kepemimpinan dari 
diri sendiri. Ia mengaitkan 
kemampuan tersebut dengan 
proses evaluasi dan kedisi-
plinan yang perlu dibangun 
sejak awal kehidupan sebagai 
mahasiswa.

“Teman-teman mau seti-
daknya memimpin diri sendi-
ri dulu. Saat ini di PKKMB ini, 
di hari pertama tadi, dengan 
bermentalkan dan berseman-
gat menjadi seorang pemim-
pin, coba melakukan bahwa 
teman-teman mau setidaknya 
memimpin diri sendiri dulu,” 
ujar Ulum.

Ulum juga membahas pen-
tingnya mengombinasikan 
hard skill dan soft skill selama 

menjalani perkuliahan. Ia 
menjelaskan bahwa mahasis-
wa dapat mengembangkan 
keduanya melalui kegiatan 
kurikuler, kokurikuler, dan 
ekstrakurikuler yang kemu-
dian dapat diarahkan pada 
organisasi, prestasi, serta ke-
giatan sosial.

“Tidak untuk diseimbang-
kan, tetapi untuk dikombi-
nasikan untuk bisa mengop-
timalkan peran-peran adik-
adik masing-masing, baik di 
organisasi ataupun itu untuk 
mencapai prestasi yang ter-
baik,” ungkap Ulum.

Lebih lanjut, Ulum me-
nekankan pentingnya me-
nempatkan AI sebagai alat 
yang digunakan manusia. Ia 
mendorong mahasiswa untuk 
terus belajar dan membaca 
agar mampu memahami serta 
memverifi kasi informasi yang 
diperoleh dari AI.

Talkshow tersebut merupa-
kan salah satu agenda PKK-
MB UMJ 2026 yang diikuti 
2.023 mahasiswa baru dari 
total 4.100 mahasiswa baru 
UMJ 2026. Kegiatan tersebut 
turut didukung oleh You C 
1000, Grab, Light+ by Wardah, 
dan Kopi Gajah.RPB

WULING-FORMO-BLINDVAN 1.2 MT 2021 
DN8493MH. TOYOTA-ALL NEW AVAN-
ZA-VVTI G 1.3 MT 2014 DW1161AF. SUZU-
KI-IGNIS-GLAGS12MT DF 2017 DB1407FJ.  
OYOTA-CALYA-E 1.2 MT 2016 DN1149NB. 
HONDA-CRF-150L 2019 DN6532IK. HONDA-
CRF-150L 2022 DN6708YW. WULING-CON-
FERO-S 1.5 MT 2021 DN1965NT. SUZUKI 
APV ARENA GL 1.5 MT 2017 B1875PIP. 
HONDA-GENIO-CBS 2023 DN5260MZ.
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 
MT 2013 DN1138EY. HONDA-ALLNEW-
BRIO-SATYA E 1.2 MT 2019 DN1151EE. 
HONDA-GENIO-CBS 2021 DN5249IV. HON-
DA-BEAT-SPORTY CBS 2018 DN3017PP. 
TOYOTA-NEW AGYA-G TRD 1.2 MT 2019 
DM1592EC. HONDA-ALL NEW SCOOPY-STY-
LISH 2019 DN6967PC. TOYOTA-ALL NEW 
AVANZA VELOZ-VVTI 1.5 MT 2012 DN1236FA. 
TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT 2010 
DB1845FI. TOYOTA RUSH G 1.5 MT 2008 
DN1174AA. TOYOTA RUSH S 1.5 MT 2015 
DN1257FA

PT BFI FINANCE PALU
(0451-422678)
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

KASUS sel mewah Lapas Cibinong bukan 
kali pertama dugaan perlakuan istimewa 
terhadap narapidana terungkap. Temuan 
itu meneguhkan bahwa pembenahan in-
tegritas tata kelola pemasyarakatan masih 
jalan di tempat.

Persoalannya bukan semata televisi, 
telepon seluler, pendingin ruangan, kasur 
empuk, perabotan lengkap, atau akses 
keluar-masuk. Yang jauh lebih serius ialah 
kenyataan bahwa di balik jeruji pun berlaku 
hukum berbeda bagi mereka yang memiliki 
uang, pengaruh, atau akses.

Ketika integritas digadaikan demi keun-
tungan pribadi oknum, yang rusak bukan 
hanya disiplin lapas, melainkan juga prinsip 
kesetaraan di hadapan hukum.

Karena itu, Ombudsman RI semes-
tinya menindaklanjuti temuannya dengan 
melapor kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Terlebih, temuan Ombudsman bu-
kan hanya hunian mewah, melainkan juga 
indikasi pungutan liar di sejumlah lapas.

Pengalaman mengajarkan, kasus serupa 
lebih banyak menguap ketimbang berujung 
ke pengadilan. Sel mewah Artalita Suryani 
di Rutan Pondok Bambu pada 2010 berakhir 
dengan penonaktifan kepala lapas. Kasus 
Freddy Budiman di Lapas Cipinang, serta 
penyalahgunaan izin keluar oleh sejumlah 
narapidana, juga tidak berkembang menjadi 
perkara pidana.

Berbeda ketika KPK mengusut suap di La-
pas Sukamiskin pada 2018. Kalapas Wahid 
Husein akhirnya dipidana karena terbukti 
menerima uang dan mobil sebagai imbalan 
pemberian fasilitas serta kemudahan bagi 
narapidana.

Karena itulah, Ombudsman tidak perlu 
menunggu lebih lama untuk melapor kepa-
da KPK. Bila bukti belum lengkap, biarkan 
penyidik mendalaminya.

Pembongkaran 10 dari 13 hunian temuan 
Ombudsman oleh Kementerian Imigrasi 
dan Pemasyarakatan semakin menunjukkan 
ada persoalan serius di balik keberadaan 
bangunan yang sebelumnya disebut rumah 
dinas itu.

Namun, jangan sampai bangunan dibong-
kar, masalah dianggap selesai. Ekskavator 
bisa meratakan tembok, tetapi tidak bisa 
mengungkap siapa yang membangun, 
mengizinkan, menggunakan, memperoleh 
keuntungan, serta apakah ada transaksi atau 
penyalahgunaan kewenangan di baliknya.

Lebih-lebih, pembongkaran jangan sam-
pai menghilangkan barang bukti. Jika ban-
gunan itu bukan berasal dari APBN, sumber 
pembiayaannya justru harus ditelusuri. Bisa 
jadi terdapat gratifikasi, pungli, atau tindak 
pidana lain yang menyertainya.

Kasus Cibinong harus menjadi ujian 
keseriusan reformasi pemasyarakatan. Jan-
gan cuma bongkar bangunannya. Bongkar 
kasusnya, bongkar jejaringnya, dan seret 
mereka yang bertanggung jawab melalui 
proses hukum yang adil dan transparan.*-
Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Mencari sang 
Pancasilais Sejati

SIAPA pengamal Pancasila dan siapa pengk-
hianatnya? Pertanyaan ini selalu relevan di-
lontarkan setiap tanggal satu Oktober. Tanggal 
satu Oktober adalah tanggal di mana kita selalu 
merayakan Kesaktian Pancasila. Masalahnya 
bukan pada kesaktiannya, tapi pada bagaimana 
kesaktian Pancasila dinarasikan. Untuk mem-
buktikan bahwa Pancasila sakti, harus ada bukti 
bahwa dia selalu lolos dari tikaman para pengk-
hianatnya. 

LALU ,  siapa ses-
ungguhnya para 
pengkhianatnya? 
Siapa pula para 

pembelanya? Bayangkan ten-
tang seseorang dengan posisi 
yang sangat menentukan, 
dengan tanda pangkat yang 
melekat, dengan kekuatan 
dan kekuasaan yang berada 
di tangannya, sedang meres-
mikan sebuah proyek yang 
sangat strategis bagi masa de-
pan pembangunan negeri ini. 
Proyek ini telah melalui kajian 
kelayakan yang tepat. Tidak 
ada prosedur yang dilewati. 

Di sisi lain, ada sekelompok 
orang yang menyuarakan 
keberatannya karena proyek 
tersebut telah mengabaikan 
hak-hak warga lokal. Proyek 
itu juga tidak memberi jami-
nan kesejahteraan terhadap 
penduduk lokal yang terusir 
dari tanahnya dan tercerabut 
dari kehidupan sosial. Siapa-
kah di antara kedua belah pi-

hak itu yang menjadi pembela 
dan pengkhianat Pancasila? 
Bayangkan pula, anak-anak 
muda belajar tentang kon-
sep-konsep hak asasi manusia 
universal. 

Dengan perspektif itu, 
anak-anak ini menyuarakan 
dan membela hak-hak kelom-
pok minoritas yang selama 
ini diabaikan, ditindas, bah-
kan disingkirkan atas nama 
nilai-nilai ke-Indonesiaan. 
Dalam satu kejadian tertentu, 
anak-anak muda ini harus 
berhadapan dengan aparat 
yang ditugaskan pimpinan-
nya untuk menghadapi aksi 
anak-anak muda yang mem-
bela kelompok minoritas itu. 

Di sini, siapa pengamal 
Pancasila dan siapa penyele-
wengnya? Sebetulnya, di balik 
narasi Pancasilais dan tidak 
Pancasilais ada relasi kuasa 
yang sedang bekerja. Michel 
Foucault menyatakan bah-
wa kekuasaan (power) dan 
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pengetahuan (knowledge) 
saling menopang. Kekuasaan 
tidak hanya bekerja melalui 
pemaksaan fisik, tetapi me-
lalui pembentukan wacana 
(discourse). 

Pihak yang memegang oto-
ritas mengontrol apa yang 
dianggap sebagai “kebenaran.” 
Dalam konteks ini, siapa Panca-
silais sejati dan siapa pengkhi-
anatnya tidak selalu ditentukan 
oleh fakta objektif tentang siapa 
sesungguhnya yang menga-
malkan nilai-nilai Pancasila dan 
siapa yang memunggunginya. 
Wacana Pancasialis dan tidak 
Pancasilais adalah tentang 
bagaimana kuasa dioperasikan 
dan dijalankan. 

Teks dan simbol tidak per-
nah memiliki makna tunggal 
yang mutlak. Label “Panca-
silais” versus “Tidak Panca-
silais” adalah oposisi biner 
yang dikonstruksi untuk ke-
pentingan tertentu. Maknanya 
tidak berada di dalam dirinya, 
tapi ditentukan melalui relasi 
kuasa tertentu. Makna label 
tersebut bergantung pada 
siapa yang memegang kekua-
saan dan kendali atas politik 
kebenaran. Tuduhan “tidak 
Pancasilais” bisa ditembakkan 
dari dua arah dengan kepen-
tingan yang saling bertolak 
belakang. 

Seorang pejabat publik 
dapat dengan mudah memo-
sisikan diri sebagai penjaga 
stabilitas nasional dan menu-
duh pengkritiknya sebagai 
gerakan yang menggoyang 
Pancasila. Sebaliknya, para 

pengkritik juga menggunakan 
Pancasila untuk menuding 
balik pejabat tersebut sebagai 
pengkhianat ideologi negara. 
Namun, permainan narasi ini 
tidak pernah berlangsung di 
atas lapangan yang sejajar. 
Pemenang dari kontestasi ini 
bukan ditentukan oleh siapa 
yang paling murni mengamal-
kan nilai-nilai kemanusiaan 
atau keadilan, melainkan oleh 
siapa yang menguasai alat-
alat produksi wacana. 

Pemenangnya ditentukan 
oleh tiga hal: otoritas koersif, 
otoritas persuasif, dan pen-
guasaan media dan ruang 
publik. Otoritas koersif akan 
menentukan siapa yang me-
miliki kewenangan formal 
untuk menerbitkan regulasi 
dengan segala perangkat hu-
kumannya. Otoritas persua-
sif menentukan siapa yang 
punya kewenangan untuk 
merumuskan narasi kebena-
ran yang dengannya tafsir 
alternatif harus disingkirkan. 
Penguasaan media dan ruang 
publik menentukan siapa 
yang punya kuasa untuk men-
garahkan perhatian publik. 

Memahami relasi kuasa di 
balik narasi Pancasilais vs 
non-Pancasilais membantu 
kita menjadi lebih kritis ten-
tang makna kesaktian pan-
casila. Kepatuhan ideolo-
gis seharusnya tidak diukur 
semata-mata dari seberapa 
sering seseorang menden-
gungkan slogan di panggung 
resmi, melainkan dari sejauh 
mana nilai-nilai substantifnya 

diwujudkan dalam tindakan 
nyata. 

Pancasila sering kali dia-
gungkan di atas panggung 
mimbar, diteriakkan dalam 
orasi-orasi kebangsaan, dan 
dijadikan benteng pertahanan 
moral oleh pihak-pihak yang 
mengaku sebagai “pengawal 
setia”-nya. Namun, ada para-
doks besar yang kerap terjadi. 
Ketika nilai-nilai luhur Pancasi-
la justru dikhianati sendiri oleh 
tindakan para pembelanya, 
mereka membutuhkan pihak 
lain untuk dijadikan kambing 
hitam. Mencari kambing hitam 
untuk membuktikan kesaktian 
Pancasila hanya menunjukkan 
ketakutan untuk menghadapai 
kenyataan hari ini. 

Pancasila tidak sedang te-
rancam oleh pihak lain, tapi 
justru oleh hipokrisi kita sen-
diri. Betapa gagahnya kita 
meneriakkan Pancasila, tapi 
betapa kerdilnya perilaku kita 
di hadapan sila-silanya. Sela-
ma Pancasila hanya dijadikan 
komoditas retorika tanpa im-
plementasi nyata, selama itu 
pula narasi pengalihan akan 
terus direproduksi. Sudah 
saatnya kita beralih dari keta-
kutan fiktif menuju penilaian 
yang rasional. Keagungan 
Pancasila tidak diukur dari 
seberapa keras kita meneriak-
kan kesaktiannya, melainkan 
dari seberapa nyata nilai-nilai 
keadilan, kemanusiaan, dan 
persatuan itu hadir dalam 
Tindakan nyata. Penulis: Guru 
Besar Uinsa Surabaya *Sin-
doNews.Com

Ekonomi Sunyi Rakyat Bawah
SALAH satu persoalan mendasar dalam pem-
bangunan ekonomi Indonesia adalah kuatnya 
paradigma pertumbuhan yang bersifat top-
down. Fokus kebijakan publik selama ini cen-
derung tertuju pada sektor-sektor ber-modal 
padat (capital intensive), megaproyek infrast-
ruktur, dan daya tarik investasi asing di sektor 
manufaktur modern. Meskipun langkah ini 
penting untuk memperkuat fondasi ekonomi 
jangka panjang, dampaknya terhadap penyera-
pan tenaga kerja berkualitas di tingkat bawah 
masih sangat terbatas.

Pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi sering kali diraya-
kan tanpa mempertanyakan: 
siapa yang paling menikmati 
pertumbuhan tersebut? Keti-
ka angka Produk Domestik 
Bruto (PDB) naik, tetapi daya 
beli masyarakat kelas bawah 
justru melesu, artinya terjadi 
pemusatan nilai tambah. Ek-
onomi makro bergerak naik, 
tetapi daya dorongnya tidak 
pernah benar-benar menetes 
ke bawah secara efektif (tric-
kle-down effect yang gagal).

Bagi kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah, pan-
gan bukan sekadar salah satu 
komponen kebutuhan, me-
lainkan porsi terbesar dari to-
tal pengeluaran harian mere-
ka. Data menunjukkan bahwa 
lebih dari 50 hingga 60 persen 
pendapatan kelompok miskin 
dan rentan miskin dihabiskan 
hanya untuk membeli bahan 
makanan pokok.

Oleh karena itu, ketika 
terjadi gejolak harga beras, 
minyak goreng, cabai, atau 
telur ayam, dampak yang 
dirasakan oleh rakyat ba-
wah bukanlah penurunan 
jumlah tabungan, melainkan 
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rumit (bankable) membuat 
banyak usaha kecil dan mikro 
gigit jari.

Kondisi ketimpangan akses 
ini dimanfaatkan secara masif 
oleh kehadiran fenomena 
baru: pinjaman online (pinjol) 
ilegal dan judi online. Niat 
awal untuk menutupi kebu-
tuhan mendesak atau menam-
bah modal usaha kecil sering 
kali berakhir menjadi jerat 
utang bermotor bunga men-
cekik. Literasi keuangan yang 
belum merata di tingkat akar 
rumput membuat masyarakat 
rentan tergiur oleh kemuda-
han syarat tanpa memahami 
risiko jangka panjangnya.

Program-program peme-
rintah seperti Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) patut diapre-
siasi, namun jangkauannya 
perlu dipastikan agar be-
nar-benar menyasar pela-
ku usaha skala ultra-mikro 
(micro-entrepreneurs) yang 
paling membutuhkan, bukan 
sekadar terserap oleh usaha 
skala menengah yang sudah 
relatif mapan.

Mengubah nasib ekonomi 
rakyat bawah tidak cukup 
hanya dengan membagikan 
Bantuan Sosial (Bansos) men-
jelang momentum politik 
atau saat krisis terjadi. Bansos 
adalah jaring pengaman se-
mentara yang penting untuk 
menjaga daya tahan darurat, 
namun ia bukan solusi jangka 
panjang untuk mengentas 
kemiskinan strukturis.

Beberapa langkah strategis 
dan berani harus segera dipri-
oritaskan oleh para pemangku 
kebijakan:

Reformasi Agribisnis dan Rantai 
Pasok Pangan

Pemerintah harus bertin-
dak tegas memotong jalur 
distribusi pangan yang tidak 
efisien. Penguatan peran ko-

pemotongan porsi makan 
atau penurunan kualitas gizi 
keluarga. Fenomena yang 
belakangan marak terjadi—
seperti banyaknya keluarga 
kelas menengah bawah yang 
terperosok kembali ke garis 
kemiskinan—menunjukkan 
betapa tipisnya bantalan fi-
nansial (financial cushion) 
yang mereka miliki.

Ketidakpastian harga pan-
gan ini diperparah oleh rantai 
pasok (supply chain) yang 
panjang dan serangkaian 
praktik spekulatif di tingkat 
perantara. Petani di desa se-
ring kali tidak mendapatkan 
harga yang layak atas hasil 
panennya, sementara konsu-
men di kota harus memba-
yar harga yang melambung 
tinggi. Dalam siklus ini, baik 
produsen skala kecil maupun 
konsumen kelas bawah sa-
ma-sama berada di posisi yang 
dirugikan.

Di tengah tingginya kebu-
tuhan modal kerja untuk ber-
tahan hidup, akses terhadap 
lembaga keuangan formal 
sering kali masih menjadi tem-
bok tinggi bagi rakyat bawah. 
Persyaratan administrasi yang 

perasi petani, modernisasi 
pasar rakyat, serta kepastian 
harga acuan di tingkat petani 
dan konsumen harus dijaga 
secara konsisten.

Transformasi Bansos Menjadi 
Pemberdayaan Berkelanjutan

Skema bantuan tunai harus 
diintegrasikan secara erat 
dengan program pelatihan 
keterampilan digital, pendam-
pingan manajemen usaha, 
serta pembukaan akses pasar 
langsung bagi produk-produk 
rakyat bawah.

Formalisasi Gradual dan 
Perlindungan Sektor Informal

Perlu ada regulasi khusus 
yang memberikan perlindun-
gan dasar bagi pekerja gig dan 
pekerja informal. Skema kepe-
sertaan BPJS Ketenagakerjaan 
dan Kesehatan untuk Pekerja 
Bukan Penerima Upah (PBPU) 
harus disubsidi secara penuh 
atau parsial bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.

Pemberantasan Kejahatan Keu-
angan Digital dan Kemudahan 
Akses Modal Ultra-Mikro

Pemerintah dan otoritas 
terkait harus memperketat 

pengawasan terhadap praktik 
keuangan ilegal yang meme-
ras rakyat, seraya memperluas 
jaringan lembaga keuangan 
mikro berbiaya rendah di 
tingkat desa dan kelurahan.

Pembangunan ekonomi 
sebuah bangsa pada hakikat-
nya bukan tentang seberapa 
tinggi pencakar langit di-
bangun atau seberapa besar 
angka PDB dirilis di atas 
meja rapat. Pembangunan 
yang sejati diukur dari sebe-
rapa berdaya rakyatnya yang 
paling lemah.

Sudah saatnya fokus ke-
bijakan nasional bergeser 
dari sekadar mengejar ang-
ka pertumbuhan statistik 
menuju kualitas pertumbuhan 
yang inklusif dan berkeadi-
lan. Jangan biarkan rakyat 
kelas bawah terus-menerus 
bertarung sendirian di tengah 
gelombang ketidakpastian 
ekonomi. Mengangkat derajat 
ekonomi akar rumput bukan 
hanya soal menata strategi ek-
onomi, melainkan soal mene-
pati janji kemerdekaan untuk 
kesejahteraan seluruh rakyat 
Indonesia. Penulis: Pengamat 
Ekonomi *Geotimes.id

Bongkar 
Kasusnya, 

bukan cuma 
Bangunannya
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SULTENG RAYA - Mem-
peringati Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-28, PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk., menggelar rang-
kaian kegiatan sosial secara 
serentak di seluruh Indonesia. 

Di  Sulawesi  Tengah, 
Bank Mandiri Area Palu 
menyalurkan sebanyak 786 

paket sembako dibagikan 
kepada masyarakat dari 
berbagai kelompok profesi.

Kegiatan tersebut menjadi 
bagian dari komitmen Bank 
Mandiri untuk tidak hanya 
menjalankan fungsi bisnis, 
tetapi juga memberikan 
dampak sosial bagi masy-
arakat.

Area Head Bank Mandiri 
Palu, Andi Sibly mengata-
kan, rangkaian kegiatan 
sosial tersebut mengusung 
tema angka 28 sebagai ba-
gian dari perayaan ulang 
tahun Bank Mandiri.

“Bank Mandiri selain ke-
giatan bisnisnya yang setiap 
hari terus beraktivitas, kami 
juga berusaha memberikan 
dampak dari sisi sosial,” 
kata Andi Sibly usai pem-
bagian sembako di halaman 
Kantor Bank Mandiri Area 

Palu, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, Bank Man-

diri ingin terus hadir sebagai 
bagian dari penggerak eko-
nomi sekaligus mendukung 
tujuan pembangunan dan 
program pemerintah.

Dalam rangkaian kegiatan 
HUT tersebut, Bank Mandiri 
juga memberikan bantuan 
perlengkapan ibadah kepa-
da lima masjid di Kota Palu.

Selain itu, pembagian 
sembako menyasar sejum-
lah kelompok masyarakat, 
di antaranya pengemudi 
ojek online, kurir, petugas 
kebersihan dan kelompok 
masyarakat lainnya.

“Kalau di Sulawesi Ten-
gah, dengan 27 cabang, to-
talnya 786 paket sembako,” 
ujarnya.

Tak hanya sembako, 
Bank Mandiri Area Palu 

juga membagikan seba-
nyak 280 paket makanan 
kepada masyarakat yang 
melintas di sekitar lokasi 
kegiatan.

Menariknya, paket ma-
kanan tersebut diberikan 
dengan nilai transaksi Rp28. 
Program itu sekaligus men-
jadi bagian dari upaya 
Bank Mandiri mendorong 
masyarakat semakin terbi-
asa menggunakan transaksi 
digital.

“Tujuannya kita ingin 
membiasakan masyarakat 
kita terbiasa dengan transak-
si digital,” jelas Andi Sibly

Ia berharap, berbagai 
kegiatan yang dilakukan 
dalam momentum HUT 
Bank Mandiri tersebut dapat 
memberikan manfaat, meski 
dimulai dari langkah seder-
hana.

Andi juga menyampaikan 
apresiasi kepada nasabah 
dan masyarakat Sulawesi 
Tengah yang selama ini 
memberikan dukungan, 
termasuk melalui kritik dan 
masukan terhadap pelay-
anan Bank Mandiri.

“Kami mengucapkan ba-
nyak-banyak terima kasih 
atas support yang luar biasa 
dari nasabah dan masyara-
kat,” katanya.

Ia menegaskan, Bank 
Mandiri akan terus berupa-
ya menghadirkan solusi 
perbankan bagi berbagai 
kelompok masyarakat, mu-
lai dari ibu rumah tangga, 
pelaku UMKM, pengusaha 
hingga pegawai.

“Bank Mandiri hadir 
memberikan solusi buat 
m a s y a r a k a t , ”  p u n g -
kasnya. RHT

SULTENG RAYA – PT 
Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk atau BRI resmi 
menghadirkan BRImo Juni-
or pada 21 September 2026, 
layanan mobile banking 
yang diperuntukkan bagi 
nasabah anak hingga usia 
17 tahun. 

Kehadiran BRImo Junior 
menjadi bagian dari upaya 
BRI untuk mengenalkan la-
yanan keuangan dan mem-
bangun kebiasaan menge-
lola keuangan sejak dini.

Melalui BRImo Junior, 
anak dapat mulai mengenal 
berbagai aktivitas keuangan 
dasar, mulai dari mengelola 
rekening tabungan hingga 
melakukan transaksi pem-
bayaran digital. Pengalaman 
tersebut tetap berada dalam 
pendampingan orang tua 
sehingga anak dapat bela-
jar menggunakan layanan 
perbankan secara bertahap 
sesuai kebutuhannya. 

Direktur Information 
Technology BRI Saladin 
Dharma Nugraha Effendi 
mengatakan pengemban-
gan BRImo Junior merupa-
kan bagian dari upaya BRI 
menghadirkan layanan di-
gital yang semakin relevan 
dengan kebutuhan nasabah 
di berbagai kelompok usia.

“Literasi keuangan per-
lu mulai dibangun sejak 
dini. Melalui BRImo Junior, 
kami ingin memberikan ru-
ang bagi anak untuk mulai 
mengenal bagaimana men-
gelola uang dan melakukan 
transaksi keuangan secara 
bertanggung jawab, ten-
tunya dengan pendampin-
gan dan pemantauan yang 
simple dan mudah oleh 
orang tua di dalam BRImo,” 
ujar Saladin. 

Ia  menyebut ,  se la in 
menghadirkan fitur yang 
mendukung pembelaja-
ran finansial, BRImo Junior 
turut menawarkan proses 
onboarding yang cepat dan 
sederhana, yang dapat di-
lakukan dalam waktu lima 
menit, sehingga memu-
dahkan orang tua dalam 
memberikan akses layanan 
perbankan digital kepada 
anak. 

Adapun, kemudahan ter-
sebut didukung dengan 
konsep split user, yang me-
mungkinkan anak mulai 
menggunakan layanan per-
bankan sejak dini dengan 
tetap berada dalam pen-
dampingan orang tua. Me-
lalui konsep ini, orang tua 
sebagai pengguna BRImo 
dapat membuat hingga lima 
akun BRImo Junior dalam 
satu akun BRImo, sekaligus 
memantau aktivitas transak-
si serta mengatur akses login 
dan batas transaksi sesuai 
kebutuhan. 

merupakan langkah penting 
dalam membentuk kebia-
saan finansial yang baik di 
masa depan.

Cara Aktivasi BRImo Junior
1. Buka BRImo 
Login ke aplikasi BRImo, 

kemudian pilih fitur BRImo 
Junior pada halaman utama

2. Pilih “Registrasi Seka-
rang”

Orang tua (Parent) dapat 
memilih rekening BRI Junio 
milik anak. Apabila belum 
memiliki rekening BRI Ju-
nio, pembukaan rekening 
dapat dilakukan terlebih 
dahulu melalui BRImo.

3. Lengkapi Data Anak
Masukkan data yang di-

perlukan, termasuk nomor 
HP anak, kemudian lakukan 
konfirmasi dan verifikasi 
menggunakan PIN BRImo 
orang tua.

4. Aktivasi di Perangkat 
Anak

Setelah registrasi dari sisi 
orang tua berhasil, anak 
dapat memindai QR yang 
muncul di BRImo orang tua 
atau membuka magic link 
yang dikirimkan ke nomor 
HP anak

5. Verifikasi dan Buat 
Akun

Anak melakukan verifi-
kasi OTP, kemudian mem-
buat username, password, 
dan PIN untuk BRImo Ju-
nior

6. BRImo Junior Siap Di-
gunakan

Setelah proses aktivasi 
selesai, anak dapat meng-
gunakan fitur BRImo Junior 
melalui aplikasi BRImo, 
sementara orang tua tetap 
dapat memantau aktivitas 
transaksi dan mengatur li-
mit transaksi anak. RHT

PENYALURAN paket sembako yang dilaksanakan Bank Mandiri Area Palu di halaman kantornya, 
Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Jumat (2/10/2026). FOTO: SULTENG RAYA

Untuk dapat memanfaat-
kan layanan tersebut, orang 
tua perlu memiliki rekening 
BRI Junio yang menjadi 
rekening utama bagi anak. 
Bagi pengguna yang belum 
memilikinya, pembukaan 
rekening BRI Junio dapat 
dilakukan terlebih dahulu 
sebelum pembuatan user 
BRImo Junior.  Dengan 
mekanisme tersebut, anak 
dapat memperoleh pengala-
man menggunakan layanan 
perbankan secara bertahap, 
sementara orang tua tetap 
memiliki ruang untuk men-
dampingi dan mengarahkan 
aktivitas keuangannya.

Fitur Unggulan BRImo Junior
Salah satu fitur unggulan 

BRImo Junior adalah Pocket, 
dirancang untuk membantu 
anak belajar mengelola dan 
mengalokasikan uang sesuai 
kebutuhan. Melalui fitur 
ini, anak dapat menambah-
kan maupun memindahkan 
dana ke dalam Pocket. 

Dana yang tersimpan di 
dalam Pocket  juga dapat 
digunakan untuk transaksi 
tertentu. Dengan demikian, 
Pocket dapat menjadi salah 
satu sarana bagi orang tua 
untuk mengenalkan konsep 
perencanaan dan penge-
lolaan keuangan kepada 
anak secara sederhana dan 
bertahap.

Tak hanya itu, beragam 
pilihan transaksi seperti  
QRIS, Donasi, E-Wallet, 
BRIZZI, BRIVA, Pulsa/
Data, Voucher Game, dan 
QRIS Transfer pun dapat di-
gunakan untuk mendukung 
kebutuhan anak sehari-hari.

Melalui BRImo Junior, 
BRI berkomitmen untuk 
terus menghadirkan ino-
vasi layanan perbankan 
yang relevan dengan kebu-
tuhan keluarga, sekaligus 
mendukung terbentuknya 
kebiasaan finansial yang 
baik sejak usia dini. BRI 
meyakini, pengenalan li-
terasi keuangan sejak dini 

SULTENG RAYA - Ekonom 
Center of Reform on Economics 
(CORE) Indonesia Mohammad 
Faisal menyebut hilirisasi nikel 
mulai mendorong perubahan struk-
tur ekonomi di sejumlah wilayah 
Sulawesi. 

Perkembangan industri pengola-
han mineral membuat daerah yang 
sebelumnya bertumpu pada sektor 
pertambangan dan pertanian mulai 
bergeser ke sektor industri.

Perubahan tersebut terlihat di 
Morowali dan Morowali Utara, 
Sulawesi Tengah, yang mengalami 
perkembangan aktivitas industri 
berbasis pengolahan mineral dalam 
satu dekade terakhir. Perkemban-
gan industri juga memperluas ak-
tivitas investasi, tenaga kerja, serta 
kegiatan ekonomi pendukung di 
sekitar kawasan pengolahan. 

“Kalau dulu Morowali didomi-
nasi pertambangan dan pertanian, 
sekarang lebih dari 75 persen ek-
onominya ditopang sektor indus-
tri,” kata Faisal, dikutip Kamis 
(1/10/2026).

Menurut dia, perkembangan 
tersebut menunjukkan dampak 
hilirisasi terhadap perekonomian 
daerah penghasil mineral. Pen-
gembangan industri pengolahan 
memperpanjang rantai nilai mineral 
di dalam negeri sekaligus mening-
katkan peran sektor industri dalam 
struktur ekonomi daerah. 

Di sisi lain, rantai nilai kendaraan 
listrik di Indonesia mulai men-
unjukkan integrasi dari aktivitas 
hulu hingga pengolahan. Faisal 
menyebut sektor hulu telah me-
miliki tingkat kematangan yang 
lebih tinggi, sedangkan aktivitas 
midstream dan downstream masih 
terus berkembang.

“Kalau di upstream kita sudah 
high maturity, sementara di mids-
tream dan downstream masih 
berkembang. Tapi ke depan ini bisa 
meningkat cepat, dan dampaknya 
terhadap perekonomian daerah 

juga akan semakin besar,” ujarnya.
Perkembangan industri pengola-

han mineral juga berlangsung di Su-
lawesi Selatan. Badan Pusat Statistik 
(BPS) mencatat ekonomi Sulawesi 
Selatan pada triwulan II 2026 tum-
buh 5,59 persen dibandingkan peri-
ode yang sama tahun sebelumnya, 
dengan PDRB mencapai Rp206,70 
triliun berdasarkan harga berlaku.

Investasi pengolahan nikel turut 
memperkuat perkembangan ek-
osistem industri di Sulawesi. PT 
Vale Indonesia Tbk, bagian dari 
Grup MIND ID, mengembangkan 
sejumlah proyek pertumbuhan di 
Pomalaa, Morowali, dan Sorowako 
sebagai bagian dari ekspansi rantai 
nilai nikelnya.

Pengembangan tersebut men-
cakup fasilitas berbasis teknologi 
High Pressure Acid Leach (HPAL) 
untuk menghasilkan Mixed Hy-
droxide Precipitate (MHP), produk 
antara yang dapat digunakan lebih 
lanjut dalam rantai pasok material 
baterai. Pengembangan HPAL 
tersebut terkait dengan proyek 
Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako 
Limonite.

Faisal menilai besarnya manfaat 
hilirisasi ke depan tidak hanya 
bergantung pada peningkatan 
kapasitas produksi. Keterkaitan 
industri dengan perekonomian 
lokal, pengembangan tenaga kerja, 
keterlibatan usaha daerah, serta 
pengelolaan dampak lingkungan 
juga menjadi bagian penting agar 
transformasi ekonomi dapat ber-
langsung berkelanjutan.

Dengan berkembangnya kapa-
sitas pengolahan dan rantai nilai 
mineral, Sulawesi memiliki posisi 
penting dalam industrialisasi berba-
sis sumber daya. Perubahan struk-
tur ekonomi di sejumlah wilayah 
menunjukkan hilirisasi berpotensi 
memperluas sumber pertumbuhan 
daerah, sekaligus membuka akti-
vitas ekonomi baru di luar sektor 
primer. ROL

Hilirisasi Nikel 
Dorong Perubahan 

Struktur Ekonomi Sulawesi

ILUSTRASI. FOTO: ANTARA

HUT ke-28, Bank Mandiri 
Bagikan 786 Paket Sembako di Palu

ILUSTRASI. FOTO: DOK. BRI

BRI Hadirkan BRImo Junior, Dorong 
Literasi Keuangan Generasi Muda sejak Dini 
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yang mendalam sekaligus 
kritis: mengapa gerak maju 
investasi dan kalkulasi in-
dustri modern cenderung 
amnesia terhadap akar bu-
daya menjaga bumi serta 
abai pada prinsip-prinsip 
dasar konservasi?

Selama ini, investasi ek-
straktif dan pelestarian 
lingkungan sering kali di-
pandang secara dikotomis 
sebagai dua kutub yang 
saling bertolak belakang.

Namun, jika dibedah me-
lalui pendekatan Ekologi 
Budaya dan teori sistem 
sosio-ekologis, alam dan 
manusia sebetulnya berada 
dalam satu kesatuan yang 
tak terpisahkan. Ekologi 
Budaya menegaskan bahwa 
masyarakat lokal mengem-
bangkan kebudayaan serta 
kearifan tradisional mereka 
sebagai instrumen adaptasi 
untuk menjaga daya dukung 
lingkungan.

Ketika investasi ekstraktif 
menghancurkan struktur 
budaya lokal, sistem perta-
hanan alam di wilayah ter-
sebut otomatis ikut runtuh. 
Oleh karena itu, konsep Et-
no-Konservasi (Biocultural 
Conservation) hadir sebagai 
kerangka kerja terintegrasi. 
Keanekaragaman hayati dan 
keanekaragaman budaya 
adalah dua sisi mata uang 
yang saling bergantung dan 
wajib dilindungi bersama 
demi menciptakan iklim in-
vestasi yang berkelanjutan.

Paradoks pembangunan 
di Sulawesi Tengah ini 
adalah cerminan kecil dari 
penyakit akut tata kelola 
sumber daya alam di In-
donesia. Di satu sisi, narasi 

pertumbuhan ekonomi, hi-
lirisasi, dan angka-angka 
investasi dipamerkan seba-
gai indikator keberhasilan 
pembangunan. Namun, di 
sisi lain, terdapat eksterna-
litas negatif yang sengaja 
diabaikan: degradasi ekolo-
gis yang sistematis dan pe-
minggiran masyarakat adat 
atau lokal yang merupakan 
pemilik hak ulayat yang sah. 

Pengabaian terhadap akar 
budaya dan prinsip konser-
vasi ini melahirkan keren-
tanan ganda, baik keren-
tanan ekologis berupa krisis 
air bersih dan bencana alam, 
maupun kerentanan sosi-
al-budaya di mana masya-
rakat lokal terasing di tanah 
lahirnya sendiri.

Untuk mengoperasikan 
kerangka etno-konserva-
si ini ke dalam kebijakan 
nyata, regulasi investasi 
masa depan tidak boleh lagi 
bertumpu pada obral izin, 
melainkan wajib ditegakkan 
di atas tiga pilar utama.

Pilar pertama adalah per-
lindungan wilayah adat 
dan hak ulayat. Regulasi 
harus mewajibkan peme-
taan partisipatif batas tanah 
adat sebelum izin usaha apa 
pun diterbitkan. Pemerin-
tah juga wajib menegakkan 
mekanisme Free, Prior, and 
Informed Consent (FPIC) 
secara konsisten. Artinya, 
masyarakat adat memegang 
hak mutlak untuk menerima 
atau menolak investasi sejak 
awal tanpa paksaan, ber-
dasarkan informasi dampak 
lingkungan yang transparan 
dan jujur.

Pilar kedua adalah integra-
si total sains konservasi ke 

dalam ruang kebijakan. Ka-
wasan hutan primer, lahan 
gambut dalam, dan wilayah 
dengan keanekaragaman ha-
yati tinggi harus ditetapkan 
sebagai “zona merah” yang 
steril dari segala jenis bentuk 
investasi skala besar. Selain 
itu, aspek penegakan hukum 
harus diperketat melalui ke-
wajiban menempatkan dana 
jaminan restorasi alam sejak 
awal sebelum perusahaan 
mulai mengoperasikan alat 
beratnya.

Pilar ketiga adalah penga-
kuan kearifan lokal sebagai 
basis penilaian dampak ling-
kungan. Praktik konservasi 
tradisional yang sarat nilai 
ilmiah seperti Ombo dalam 
adat Kaili, sistem Sasi di 
Maluku, pemanfaatan ru-
ang Subak di Bali, maupun 
zonasi Hutan Titipan di 
tatanan Sunda, tidak boleh 
lagi dipandang sebelah mata 
sebagai sekadar mitos atau 
folklor belaka. 

Tradisi-tradisi serupa juga 
terdapat di berbagai suku, 
adat, dan budaya Nusantara 
lainnya. Nilai-nilai lokal ini 
harus diintegrasikan langs-
ung ke dalam dokumen 
Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Amdal) seba-
gai standar kepatuhan hu-
kum yang sah dan mengikat.

Melalui regulasi berwa-
wasan etno-konservasi ini, 
kita dapat mendorong trans-
formasi paradigma investasi 
secara mendasar. Model 
investasi konvensional yang 
berciri eksploitatif, men-
gutamakan profit jangka 
pendek melalui pembukaan 
lahan secara masif, dan me-
mosisikan masyarakat seka-

dar sebagai buruh murah, 
harus digantikan dengan 
investasi biokultural. 

Dalam model baru ini, 
tujuan utama investasi ber-
geser dari sekadar meraup 
keuntungan finansial belaka 
menjadi pemeliharaan ke-
sejahteraan holistik antara 
manusia dan alam. Pola alih 
lahan destruktif berganti 
menjadi sistem wanatani 
(agroforestry) yang mengi-
kuti zonasi adat, di mana 
masyarakat lokal diposi-
sikan sebagai mitra utama 
sekaligus pemilik hak ulayat 
yang sah.

Menata investasi berba-
sis budaya dan konservasi 
bukan sekadar upaya ad-
ministratif untuk mencegah 
bencana ekologis. Langkah 
ini adalah bentuk pemuli-
han kedaulatan masyarakat 
adat atas ruang hidupnya 
sekaligus strategi jangka 
panjang untuk memastikan 
bumi tetap layak huni bagi 
generasi mendatang.

Dengan regulasi yang ber-
pihak pada keseimbangan 
biokultural, pertumbuhan 
ekonomi tidak lagi harus 
dibayar mahal dengan hi-
langnya identitas budaya 
dan rusaknya alam. Eko-
nomi dapat tetap tumbuh, 
budaya setempat tetap les-
tari, dan kelestarian bentang 
alam Nusantara dapat terus 
terjaga secara berkelanjutan. 
Kepulan debu industri dan 
cabikan tanah di Sulawesi 
Tengah harus menjadi alarm 
keras: tanpa akar budaya 
dan konservasi, kemajuan 
industri hanyalah jalan pin-
tas menuju kebangkrutan 
ekologis.***

Banjir di Kecamatan To-
ribulu terjadi sekitar pukul 
06.10 WITA setelah hujan 
dengan intensitas tinggi 
berlangsung cukup lama. 
Debit air sungai meningkat 
hingga meluap dan meren-
dam sejumlah permukiman 
warga.

Wilayah yang terdampak 
meliputi Desa Toribulu 
Selatan, Tomoli Utara, Si-
balago, Singura, Tomoli 
Selatan dan Sienjo.

Merespons kondisi terse-
but, BPBD Parigi Moutong 
melakukan penanganan 
darurat dengan menorma-

lisasi saluran pembuang di 
Desa Tomoli Utara, Tomoli 
Selatan dan Sienjo.

Normalisasi dilakukan 
untuk memperlancar aliran 
air, mengurangi genan-
gan serta meminimalkan 
dampak banjir terhadap 
permukiman warga.

Sementara itu, BPBD 
juga masih menangani 
dampak kekeringan di 
wilayah utara Kabupaten 
Parigi Moutong dengan 
mendistribusikan air ber-
sih kepada masyarakat 
terdampak.

Kebutuhan air bersih 

meningkat, terutama di 
Desa Petunasugi dan Desa 
Kotanagaya, Kecamatan 
Bolano Lambunu.

Penanganan dilakukan 
sesuai dengan kondisi di 
masing-masing wilayah. 
Untuk wilayah terdampak 
banjir, BPBD memfokuskan 
penanganan pada pengu-
rangan genangan dan pe-
mulihan fungsi saluran air. 

Sedangkan di wilayah 
terdampak kekeringan, pe-
nanganan diarahkan pada 
pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat berupa 
air bersih. AJI

Tengah, Kamis (1/10/2026).
Penilaian tersebut dila-

kukan Tim Penilai Provinsi 
Sulawesi Tengah bersama 
Pemerintah Kabupaten Pa-
rigi Moutong yang meli-
batkan Inspektorat, Dinas 
Komunikasi dan Informa-
tika (Kominfo), serta Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (PMD).

Kegiatan dibuka Inspek-
tur Daerah Provinsi Sula-
wesi Tengah Dr. Fahrudin, 
S.Sos., M.Si., selaku Ketua 
Tim Penilaian.

Fahrudin mengatakan, 
penilaian calon Desa Per-

contohan Anti Korupsi pada 
hari yang sama juga di-
laksanakan di Kabupaten 
Poso dan Kabupaten Parigi 
Moutong.

Menurutnya, Parigi Mou-
tong sebelumnya telah men-
gikutsertakan Desa Kotara-
ya Selatan, Kecamatan Me-
panga, dalam program Desa 
Percontohan Antikorupsi. 
Desa tersebut dinilai telah 
memberikan kesan positif 
kepada Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

“Tentu kita berharap Desa 
Suli tidak akan tertinggal, 
bahkan bisa melebihi Kota-

raya,” ujar Fahrudin.
Ia juga mengapresiasi du-

kungan Pemerintah Kabupa-
ten Parigi Moutong, khusus-
nya Inspektorat, Kominfo, 
PMD, dan Pemerintah Desa 
Suli Indah dalam pelaksa-
naan penilaian dan klarifikasi 
lapangan tersebut.

Inspektur Daerah Ka-
bupaten Parigi Moutong, 
Sakti Lasimpala, mengata-
kan pihaknya mendukung 
pelaksanaan penilaian se-
bagai bagian dari upaya 
memperkuat tata kelola 
pemerintahan desa.

Sementara itu, Kepala 

Desa Suli Indah, I Made 
Lostir, menyatakan peme-
rintah desa siap mengikuti 
seluruh tahapan penilaian 
serta memperkuat tata ke-
lola pemerintahan yang 
transparan, akuntabel dan 
berintegritas.

Penilaian tersebut menjadi 
bagian dari proses untuk 
melihat kesiapan Desa Suli 
Indah dalam menerapkan 
nilai-nilai antikorupsi, se-
kaligus mendorong pening-
katan kualitas penyeleng-
garaan pemerintahan dan 
partisipasi masyarakat di 
tingkat desa. AJI

Melalui kegiatan ini, Ya-
maha ingin menghadirkan 
pengalaman yang relevan 
bagi generasi muda men-
genai perkembangan dunia 
kerja yang terus bergerak 
dinamis. Dalam event ini, 
Yamaha tidak hanya se-
kadar menyampaikan dan 
mengajak para pelajar SMK 
untuk terus melek dengan 
perkembangan teknologi 
dan inovasi yang ada saat 
ini, tetapi juga memberikan 
kesempatan bagi mere-
ka untuk mengeksplora-
si minat, bakat, sekaligus 
kekuatan mereka dalam 
persaingan menghadapi 
dinamika dunia profesio-
nal serta mempersiapkan 
mentalitas yang baik dalam 
menghadapi persaingan 
global di masa depan.

“Kami berharap, event 
ini dapat menjadi ruang 
bagi para pelajar untuk 
mendapatkan insight, 

pengalaman, dan moti-
vasi yang membuat mereka 
lebih percaya diri dalam 
menentukan langkah besar 
mereka di masa depan,” 
ujar Johannes B.M Siahaan, 
GM Service PT Yamaha 
Indonesia Motor Mfg. 

Program Yamaha Goes to 
SMK sendiri telah konsisten 
dilaksanakan sejak tahun 
2024 hingga saat ini, seka-
ligus telah berhasil meng-
gandeng lebih dari ratusan 
SMK di seluruh Indonesia. 
Aneka kemeriahan pun 
berhasil menghidupkan 
suasana melalui beragam 
aktivitas yang berlangsung 
sepanjang tahun ini. 

Yamaha Experience Zone 
Salah satu bagian utama 
yang hadir dalam pro-

gram Yamaha Goes to SMK 
adalah Yamaha Experience 
Zone. Di sini, para siswa 
SMK diajak masuk ke dalam 
zona interaktif yang mem-
berikan kesempatan untuk 
merasakan pengalaman le-
bih dekat dengan teknologi 
dan inovasi Yamaha, baik 
melalui pengenalan produk 
maupun pada pengenalan 
kualitas mesin yang terd-
apat pada motor.

Para siswa pun dilibat-
kan dalam aktivitas pen-
genalan produk, sekali-
gus berkesempatan untuk 
mengikuti aktivitas Safety 
Riding Experience, simu-
lasi Yamaha Safety Riding 
Science Kids (YSRS), hingga 
aktivitas terkait service 
dan spare part. Kehadiran 
zona ini membuat para 
siswa tidak hanya men-
genal produk, tetapi juga 
memperoleh pengetahuan 
teknologi serta pentingnya 
keselamatan berkendara 
yang mendalam.

Yamaha Creative Com-
petition

Selain memberikan pen-
galaman langsung di Ya-
maha Experience Zone, 
Yamaha pun juga meng-
hadirkan Yamaha Creative 
Competition sebagai wa-
dah bagi para siswa untuk 
menyalurkan minat dan 
bakat mereka. 

Kompetisi ini dirancang 
menyesuaikan jenjang pen-
didikan, mulai dari aktivi-
tas mewarnai untuk TK 

dan SD, kontes untuk 
tingkat SMP, hingga kontes 
service berkala bagi siswa 
SMK.

Melalui aktivitas ini, Ya-
maha ingin mendorong 
tumbuhnya kreativitas 
dan semangat berkompe-
tisi secara positif, sekaligus 
membangun kedekatan 
dengan pelajar dari ber-
bagai jenjang usia melalui 
pengalaman yang meny-
enangkan dan memper-
kenalkan Yamaha sebagai 
bagian yang dekat dengan 
generasi muda.

Edukasi Safety Riding 
dan Pengenalan Karier

Aspek edukasi pun turut 
menjadi bagian penting 
yang dihadirkan dalam 
event Yamaha Goes to 
SMK. Aneka materi edukasi 
mulai dari edukasi safety 
riding sampai career talk 
pun dikemas dalam format 
yang interaktif, fun, dan 
relevan dengan keseharian 
para siswa, sekaligus meng-
hadirkan praktik langsung 
bersama dengan para pakar 
di bidangnya. 

Kegiatan ini pun diisi 
dengan talkshow interaktif 
mengenai peluang karier 
di otomotif, mulai dari 
menjadi teknisi, service 
advisor (SA) hingga be-
kerja di tim balap Yamaha. 
Selain itu, para siswa pun 
juga berkesempatan untuk 
mendapatkan pemahaman 
keselamatan berkendara 
bersama para ahlinya. 

Keseruan Yamaha Goes 
to SMK akan terus me-
lanjutkan perjalanannya 
menuju Bogor, Jambi, Jem-
ber, Medan dan Makassar 
pada awal Oktober. Nanti 
segera kemeriahannya ha-
nya di sekolahmu. *HJ

Kesepakatan mutasi men-
jadi salah satu langkah yang 
ditempuh untuk memulih-
kan situasi di sekolah. Guru 
S juga telah mendapat perin-
gatan dari Plt Kepala Disdik-
bud Parigi Moutong Sunarti 
serta menandatangani surat 
pernyataan d diatas materai. 
Apabila kembali melakukan 
perbuatan serupa, yang 
bersangkutan akan dikena-
kan sanksi kode etik.

Sementara itu, Unit PPA 
DP3AP2KB Parigi Moutong 
tetap melakukan pendam-

pingan terhadap korban, 
khususnya dalam proses 
pemulihan psikologis serta 
pemenuhan hak perlindun-
gan anak.

Sebelum mediasi dilaku-
kan, Unit PPA Polres Parigi 
Moutong telah melakukan 
pemeriksaan terhadap se-
jumlah saksi. Diantaranya 
kakak korban dan dua te-
man korban yang menge-
tahui kejadian tersebut.

“Sebelumnya, kami sudah 
memeriksa kakak korban 
dan dua teman korban yang 

mengetahui kejadian terse-
but,” ujar Mappi.

Ia menegaskan, penan-
ganan perkara tersebut 
dilakukan Unit PPA Pol-
res Parigi Moutong secara 
profesional dengan meng-
acu pada ketentuan perun-
dang-undangan mengenai 
perlindungan anak.

Menurutnya, penyelesai-
an melalui mediasi dapat 
ditempuh sesuai ketentuan 
yang berlaku sepanjang pi-
hak korban sepakat menye-
lesaikan perkara melalui 

mekanisme tersebut.
Meski laporan telah di-

cabut, perhatian terhadap 
perlindungan anak di ling-
kungan sekolah tidak boleh 
berhenti pada kesepakatan 
mediasi. Sekolah, guru, pe-
merintah daerah dan se-
luruh pihak terkait tetap 
memiliki tanggung jawab 
memastikan kejadian serupa 
tidak terulang.

“Kami berharap, korban 
bisa kembali pulih dan berse-
kolah, setelah guru tersebut 
dimutasi,” pungkasnya. AJI

Puncak ketegangan terjadi 
ketika sejumlah kendaraan 
roda empat operasional dan 
milik kontraktor yang ter-

parkir di sekitar lokasi tak 
luput dari sasaran amuk 
massa. 

Berdasarkan pantauan, 

beberapa unit mobil men-
galami kerusakan parah 
akibat lemparan batu sebe-
lum akhirnya dibakar oleh 

massa yang marah, memicu 
kepulan asap hitam pekat 
yang membubung tinggi di 
udara. VAN

SULTENG RAYA - Menje-
lang momentum Hari Kesak-
tian Pancasila, PT PLN (Per-
sero) UP3 Tahuna memper-
kuat sinergi bersama Pemer-
intah Kabupaten Kepulauan 
Talaud melalui kunjungan 
Manager PLN UP3 Tahuna 
Eko Yuwono kepada Wakil 
Bupati Kepulauan Talaud 
Anisya Gretsya Bambungan.

Pertemuan tersebut mem-
bahas sejumlah agenda 
strategis, meliputi rencana 
pengembangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

di wilayah Talaud, dukungan 
kelistrikan untuk program 
Bantuan Kampung Nelayan, 
serta rencana kolaborasi PLN 
dan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Talaud dalam 
pelaksanaan pasar murah di 
wilayah Miangas pada akhir 
tahun.

Kegiatan tersebut menja-
di bagian dari upaya PLN 
untuk memperkuat komuni-
kasi dan kolaborasi dengan 
pemerintah daerah dalam 
menghadirkan manfaat ke-
listrikan yang semakin luas 

PLN UP3 TAHUNA - PEMKAB TALAUD

bagi masyarakat. Semangat 
tersebut sejalan dengan ni-
lai-nilai yang terkandung 
dalam Hari Kesaktian Pan-
casila, khususnya semangat 
persatuan, gotong royong, 
dan pengabdian untuk ke-
pentingan masyarakat serta 
pembangunan bangsa.

General Manager PLN 
UID Suluttenggo, Usman 
Bangun menegaskan bah-
wa penguatan infrastruk-
tur kelistrikan di wilayah 
perbatasan dan kepulauan 
terluar merupakan wujud 
nyata kehadiran negara un-
tuk menghadirkan keadilan 
energi bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

“Melalui momentum Hari 
Kesaktian Pancasila, PLN 
berkomitmen untuk terus 
menerangi dan mengge-
rakkan roda perekonomian 
masyarakat hingga ke pulau-
pulau terluar dan wilayah 
perbatasan 3T. Sinergi yang 
solid bersama Pemkab Ke-
pulauan Talaud ini menjadi 
kunci utama dalam mem-
percepat transisi energi mel-
alui rencana pengembangan 
PLTS, sekaligus mendukung 
kesejahteraan masyarakat pe-
sisir dan nelayan secara ber-
kelanjutan,” ungkap Usman.

Senada dengan hal ter-
sebut, Manager PLN UP3 
T a h u n a ,  E k o  Y u w o n o , 

menyampaikan bahwa si-
nergi dengan pemerintah 
daerah merupakan bagian 
penting dalam menghadirkan 
solusi kelistrikan yang sesuai 
dengan karakteristik wilayah 
kepulauan.

“Momentum Hari Kesak-
tian Pancasila mengingatkan 
kita bahwa pembangunan 
membutuhkan semangat per-
satuan dan gotong royong. 
Bagi PLN, semangat tersebut 
kami wujudkan melalui kola-
borasi dengan pemerintah 
daerah dan seluruh stake-
holder untuk menghadirkan 
listrik yang memberikan 
manfaat nyata bagi masya-
rakat,” ujar Eko.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Kepulauan Talaud, Anisya 
Gretsya Bambungan, S.E., 
menyampaikan apresiasi atas 
kunjungan dan koordinasi 
yang dilakukan PLN UP3 
Tahuna. Menurutnya, sinergi 
antara pemerintah daerah dan 
PLN merupakan bagian pen-
ting dalam mendukung pem-
bangunan serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di 
wilayah Kepulauan Talaud.

“Kami sangat mengapre-
siasi komunikasi dan sinergi 
yang terus dibangun oleh 
PLN bersama Pemerintah Ka-
bupaten Kepulauan Talaud. 
Listrik merupakan kebu-
tuhan dasar yang memiliki 

peran besar dalam mendu-
kung aktivitas masyarakat 
dan pembangunan daerah,” 
ungkap Anisya.

Melalui kegiatan tersebut, 
PLN berharap kehadiran 
perusahaan tidak hanya 
dirasakan melalui pelay-
anan kelistrikan, tetapi juga 
melalui berbagai kegiatan so-
sial yang mendukung masy-
arakat. Bagi PLN, semangat 
Hari Kesaktian Pancasila 
menjadi momentum untuk 
kembali memperkuat ko-
mitmen dalam memberikan 
kontribusi bagi negeri. Nilai 
persatuan dan gotong royong 
diterjemahkan melalui kerja 
sama dengan pemerintah 
daerah, stakeholder, dan 
masyarakat untuk mengha-
dirkan pembangunan yang 
inklusif dan berkelanjutan.

Kunjungan PLN UP3 
Tahuna kepada Pemerin-
tah Kabupaten Kepulauan 
Talaud menjadi salah satu 
langkah untuk memperkuat 
kolaborasi tersebut. Dengan 
komunikasi yang semakin 
erat, PLN dan pemerintah 
daerah diharapkan dapat 
bersama-sama menjawab ke-
butuhan masyarakat, mulai 
dari pengembangan energi 
bersih, dukungan terhadap 
aktivitas masyarakat pesisir, 
hingga program sosial di 
wilayah perbatasan.*HJ

KUNJUNGAN Manager PLN UP3 Tahuna Eko Yuwono kepada Wakil 
Bupati Kepulauan Talaud Anisya Gretsya Bambungan. FOTO : PLN
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Pengembangan aplikasi 
SI SETIA menjadi bagian 
dari upaya Untad dalam 
mendorong tata kelola per-

guruan tinggi yang transpa-
ran, akuntabel, dan berbasis 
teknologi digital. Aplikasi 
ini dirancang dengan me-

REKTOR Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T saat menyampaikan sambutan pada peresmian Aplikasi SI SETIA, di Aula 
Baru Fakultas Kedokteran Untad, Rabu (30/9/2026) siang. FOTO: HUMAS

Untad Resmi Luncurkan Aplikasi SI SETIA

SULTENG RAYA-Pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) di lingkungan Universitas Ta-
dulako memasuki tahap pengembangan me-
lalui pemanfaatan sistem informasi digital. 
Aplikasi SI SETIA (Sistem Informasi Barang 
Milik Negara) diperkenalkan dalam rangkai-
an kegiatan Penguatan Kompetensi dan Inte-
gritas ASN BerAKHLAK sebagai Penggerak 
Transformasi Universitas Tadulako Tahun 
2026 yang berlangsung di Aula Baru Fakultas 
Kedokteran Untad, Rabu (30/9/2026) siang.

manfaatkan teknologi Geo-
graphic Information System 
(GIS) dan QR Code untuk 
mendukung pencatatan, in-
ventarisasi, serta penelusu-
ran aset secara terintegrasi, 
sehingga data administrasi 
dapat diselaraskan dengan 
kondisi fisik di lapangan.

Dalam sambutannya, Rek-
tor Universitas Tadulako, 
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., 
menekankan bahwa pe-
manfaatan teknologi digital 
merupakan bagian penting 
dari transformasi tata kelola 
universitas. Menurutnya, 
inovasi digital perlu diara-
hkan untuk mewujudkan 
pengelolaan aset yang tertib, 
transparan, akuntabel, dan 

efektif.
Pengelolaan BMN yang 

didukung sistem informa-
si terintegrasi juga menja-
di bagian dari penerapan 
prinsip Good University 
Governance. Melalui sistem 
tersebut, proses pendataan 
dan pengawasan aset diha-
rapkan dapat berjalan lebih 
optimal sekaligus mendu-
kung peningkatan kualitas 
tata kelola kelembagaan.

Rektor turut menyampai-
kan pengembangan kon-
sep Smart Campus melalui 
pemanfaatan data spasial 
untuk mendukung peren-
canaan dan pengelolaan 
kawasan kampus. Dengan 
dukungan teknologi peme-

taan, termasuk pemanfaatan 
drone melalui laboratorium 
terpadu, pengelolaan aset 
diharapkan tidak hanya 
mencakup inventarisasi ge-
dung dan ruangan, tetapi 
juga mendukung peren-
canaan kawasan kampus 
seluas 178,5 hektare. Upa-
ya ini menjadi bagian dari 
pengembangan infrastruk-
tur kampus yang terenca-
na dalam mendukung visi 
Untad menuju perguruan 
tinggi berstandar interna-
sional.

Selain pengembangan 
sistem digital, kegiatan 
ini menitikberatkan pada 
penguatan kompetensi dan 
integritas Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan 
Universitas Tadulako. Pene-
rapan nilai-nilai dasar ASN 
BerAKHLAK, yang melipu-
ti Berorientasi Pelayanan, 
Akuntabel, Kompeten, Har-
monis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif, menjadi lan-
dasan dalam pelaksanaan 
tugas serta peningkatan 
kualitas pelayanan publik.

Dalam pengembangan-
nya, SI SETIA direncanakan 
terintegrasi dengan aplikasi 
Siga Mobile Untad untuk 
memudahkan penelusuran 
informasi aset. Penguatan 
keamanan siber (cyber secu-
rity) dan pengelolaan server 
secara mandiri juga menjadi 
bagian dari upaya menjaga 
keamanan serta keandalan 
data universitas.

Rektor berharap SI SETIA 
dapat menjadi sumber data 
utama (source of truth) 
dalam pengambilan kepu-
tusan strategis terkait pen-
gelolaan BMN. Keberhasilan 
penerapan aplikasi ini diha-
rapkan tercermin melalui 
ketertiban administrasi dan 
fisik aset, keakuratan data, 
serta penguatan integritas 
dalam pelaksanaan tata ke-

lola universitas.
Usai penyampaian sam-

butan Rektor, kegiatan di-
lanjutkan dengan peresmian 
aplikasi SI SETIA. Agenda 
kemudian diteruskan den-
gan pemaparan materi oleh 
Wakil Rektor Bidang Keuan-
gan dan Umum, Kepala Biro 
Keuangan dan Umum, serta 
Ketua Senat Universitas Ta-
dulako. Pemaparan tersebut 
membahas implementasi 
aplikasi SI SETIA, mekanis-
me tata kelola BMN, serta 
penguatan kompetensi dan 
integritas ASN BerAKHLAK 
dalam mendukung transfor-
masi kelembagaan.

Kegiatan ini turut dihadiri 
oleh para Wakil Rektor, Para 
Dekan, Direktur Pascasarja-
na, Direktur Rumah Sakit 
Untad, Kepala Lembaga, 
Kepala Bagian, tim tekno-
logi informasi, serta sivitas 
akademika di lingkungan 
Universitas Tadulako.*ENG

SULTENG RAYA-Pa-
kar Ekonomi sekaligus 
Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis  (Untad) Prof. 
Wahyuningsih, S.E., M.Sc., 
Ph.D mengatakan Kopera-
si Desa/Kelurahan Merah 
Putih (KDKMP) dapat men-
jadi penggerak ekonomi ke-
rakyatan untuk mendukung 
pembangunan.

"Kalau dulu ada namanya 
program desa membangun, 
saya mengamati bahwa ini 
sifatnya keberlanjutan untuk 
mendorong kemandirian 
bangsa," kata Wahyuningsih 
di Palu, Jumat (2/10/2026).

Ia mengatakan melalui 
program itu, banyak pel-
uang dapat tercipta, yakni 
penyerapan tenaga kerja 
dan distribusi pendapatan 
masyarakat. Selama ini, per-
putaran uang dalam jumlah 
besar hanya terjadi di dalam 
kota sehingga kehadiran 
KDKMP menjadi jembatan 
untuk memperkuat ekonomi 
kerakyatan.

Selain itu, rantai pasok ko-
moditas dapat diperpendek 
guna meningkatkan efisiensi 

biaya distribusi sehingga 
harga lebih bersaing. Ko-
perasi juga dapat bertindak 
sebagai distributor yang 
menyerap hasil produksi 
masyarakat untuk selanjut-
nya dipasarkan lebih luas.

Ia juga menyarankan KD-
KMP di Sulawesi Tengah 
menyediakan beragam pro-
duk yang dipasarkan supa-
ya lebih bervariasi, dengan 
mempertimbangkan sektor 
unggulan wilayah setempat.

"Layanan jasa juga dapat 
dimanfaatkan. Salah satu 
contoh sektor industri di 
Morowali, koperasi bisa 
menyediakan kebutuhan 
pekerja meskipun secara 
sistem KDKMP dituntut 
mengelola dua aspek utama, 
yakni komoditas pasokan 
dan serapan," ujarnya.

Menurut dia ekonomi 
kerakyatan sebetulnya dapat 
memberikan kontribusi ter-
hadap pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto 
(PDRB) jika dimanfaatkan 
secara optimal.

Berdasarkan data Pemer-
intah Provinsi Sulawesi Ten-

gah, sektor industri pengola-
han atau hilirisasi nikel dan 
logam dasar masih berada 
di puncak rantai kontribusi 
ekonomi daerah, dengan 
rata-rata mencapai 34 persen 
terhadap PDRB.

Oleh karena itu daerah 
perlu meningkatkan sek-
tor komoditas lain sebagai 
penyeimbang maupun alter-
natif agar kontribusi ekono-
mi lebih bervariasi.

"Peluang ini harus diman-
faatkan Koperasi Merah 
Putih. Koperasi juga perlu 
melakukan pemetaan sebe-
lum melaksanakan opera-
sional, supaya produk yang 
dijual di gerai betul-betul 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat setempat," tutur 
Wahyuningsih yang juga pa-
kar manajemen pemasaran 
Untad Palu.

Ia menambahkan selain 
penjualan produk, pengop-
erasian KDKMP harus dilan-
dasi tata kelola yang baik, 
termasuk perekrutan sum-
ber daya manusia (SDM) 
yang disiapkan untuk men-
gelola kegiatan koperasi. ANT

SULTENG RAYA-Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) meme-
takan 10 kasus penyakit 
terbanyak yang ditangani di 
puskesmas dan rumah sakit 
sebagai bagian dari evaluasi 
program BERANI Sehat di 
daerah tersebut.

Gubernur Sulawesi Ten-
gah  Reny Lamadjido, men-
gatakan bahwa seluruh data 
tersebut digunakan untuk 
menghitung kebutuhan 
pembiayaan dan menyus-
un perencanaan anggaran 
program pada tahun beri-
kutnya. “Kami memetakan 
10 kasus penyakit terbanyak 
di puskesmas dan rumah 
sakit untuk menghitung 
serta merencanakan alokasi 
anggaran tahun berikutnya 
secara presisi,” kata Reny, 
Kamis (1/10/2026).

Pihaknya juga melakukan 
rekonsiliasi data penerima 
program setiap bulan bers-
ama BPJS Kesehatan, Dinas 
Sosial, Dinas Kesehatan, dan 
Dinas Kependudukan dan 

SULTENG RAYA-Han-
nah Asa Indonesia dan 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Sulawesi Tengah berkola-
borasi dalam meningkatkan 
literasi investasi mahasiswa 
agar memahami produk 
investasi, risiko, legalitas, 
dan perlindungan investor 
di pasar modal.  “Akses saja 
tidak cukup. Ketika semakin 
banyak orang memiliki ak-
ses terhadap investasi, kita 
juga perlu memastikan me-
reka memiliki kemampuan 
untuk memahami produk, 
risiko, legalitas, dan bagai-
mana mendapatkan perlin-
dungan sebagai investor,” 
kata Pendiri Hannah Asa 
Indonesia Mardiyah, Kamis 
(1/10/2026).

Hannah Asa Indonesia 
merupakan lembaga edu-
kasi dan pemberdayaan 
masyarakat yang berge-
rak dalam bidang literasi 
keuangan, pemberdayaan 
perempuan muda, peren-
canaan keuangan syariah, 

dan pengembangan kapa-
sitas UMKM. Mardiyah 
mengatakan meningkatnya 
akses masyarakat terhadap 
investasi perlu diikuti ke-
mampuan untuk memahami 
pilihan dan konsekuensi 
dari keputusan keuangan 
yang diambil.

Menurut dia, mahasis-
wa sebagai bagian dari ke-
lompok pengguna layanan 
keuangan perlu dibeka-
li pemahaman yang tidak 
hanya berorientasi pada 
potensi keuntungan, tetapi 
juga mengenai risiko dan 
mekanisme investasi.

“Kami ingin mahasiswa 
tidak hanya bertanya ‘bisa 
untung berapa?’, tetapi 
juga mulai bertanya: apa 
risikonya, bagaimana cara 
kerjanya, apakah legal, dan 
bagaimana saya sebagai 
investor mendapatkan per-
lindungan?” kata dia.

Ia menyampaikan hal ter-
sebut pada kegiatan Sekolah 
Pasar Modal bertema “In-

vestasi Aman: Kenali Peran 
Self-Regulatory Organizati-
on dan Jaminan Perlindun-
gan Investor Pasar Modal 
Indonesia” di Universitas 
Muhammadiyah Palu.

Kegiatan itu merupakan 
kolaborasi BEI, PT Kusto-
dian Sentral Efek Indonesia 
(KSEI), PT Kliring Penjami-
nan Efek Indonesia (KPEI), 
Indonesia Securities Investor 
Protection Fund (Indonesia 
SIPF), GID BEI Universitas 
Muhammadiyah Palu, dan 
GID BEI Hannah Asa In-
donesia.

Kepala Kantor Perwaki-
lan BEI Sulawesi Tengah 
Putri Irnawati mengatakan 
kolaborasi edukasi bersa-
ma Universitas Muhamma-
diyah Palu dan Hannah Asa 
Indonesia diharapkan dapat 
memperkuat pemahaman 
peserta mengenai fungsi 
masing-masing Self-Regu-
latory Organization (SRO), 
mekanisme pasar modal, 
serta aspek perlindungan 

HANNAH Asa Indonesia bersama BEI Sulteng melaksanakan kegiatan Sekolah Pasar Modal. FOTO: 
HANNAH ASA INDONESIA

Hannah Asa Indonesia-BEI Tingkatkan Literasi Investasi Mahasiswa

investor.
"Pertumbuhan jumlah 

investor menunjukkan se-
makin luasnya akses masya-
rakat terhadap pasar modal. 
Namun, peningkatan jum-
lah investor perlu diikuti 
pemahaman mengenai pro-

duk investasi, mekanisme 
transaksi, risiko, serta perlin-
dungan investor,” ujarnya.

Melalui edukasi tersebut, 
peserta tidak hanya diper-
kenalkan pada berbagai 
instrumen investasi, tetapi 
juga diajak memahami me-

kanisme, risiko, serta aspek 
perlindungan yang perlu 
diperhatikan sebelum men-
gambil keputusan investasi.

Berdasarkan data KSEI 
per 31 Agustus 2026, jum-
lah investor pasar modal di 
Sulawesi Tengah mencapai 

289.515 investor dengan 
total aset sekitar Rp4,034 
triliun.

Jumlah tersebut menem-
patkan Sulawesi Tengah 
pada urutan ke-20 dari 38 
provinsi di Indonesia. Dari 
jumlah itu, Kota Palu men-
catat 60.881 investor atau 
sekitar 21 persen dari total 
investor pasar modal di 
Sulawesi Tengah.

Investor di Sulawesi Ten-
gah juga didominasi kelom-
pok muda, dengan 81,24 
persen berasal dari generasi 
Z dan milenial.

Sekolah Pasar Modal ter-
sebut menghadirkan tiga 
sesi yang membahas eko-
sistem pasar modal, mulai 
dari pengenalan KSEI dan 
perlindungan aset investor, 
fungsi KPEI dalam kliring 
dan penyelesaian transaksi 
serta mitigasi risiko, hingga 
peran Indonesia SIPF dalam 
memberikan jaminan per-
lindungan investor pasar 
modal Indonesia. ANT

Wahyuningsih

Pakar Ekonomi Untad: Koperasi Merah 
Putih Penggerak Ekonomi Kerakyatan

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah  Reny Lamadjido saat berin-
teraksi dengan pasien dan keluarga pasien di salah satu Rumah 
Sakit di Sulteng. FOTO: IST

Pemprov Sulteng Petakan 10 Penyakit 
untuk Evaluasi BERANI Sehat

Pencatatan Sipil.
Menurut dia, rekonsiliasi 

dilakukan untuk memper-
barui data apabila terjadi 
perubahan status penerima, 

termasuk masyarakat yang 
meninggal dunia atau ber-
pindah domisili.

"Jadi evaluasi program 
BERANI Sehat akan dilaku-

kan setiap tiga bulan sekali 
untuk membahas dinamika 
lapangan, merespons ken-
dala, serta menindaklanjuti 
keluhan masyarakat agar 
segera diklarifikasi oleh 
pihak rumah sakit atau pus-
kesmas," ucapnya.

Ia menuturkan, evaluasi 
tersebut dilakukan untuk 
memastikan pelaksanaan 
program berjalan sesuai 
kebutuhan masyarakat dan 
pembiayaan dapat diren-
canakan secara lebih tepat.

"Pemerintah daerah juga 
melakukan evaluasi ter-
hadap pelaksanaan program 
Cek Kesehatan Gratis (CKG) 
secara bertahap melalui fasi-
litas kesehatan dan puskes-
mas di 13 kabupaten/kota di 
Sulawesi Tengah," sebutnya.

Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan Sulteng bahwa 
sebanyak 207.000 warga di 
daerah itu sudah mendapat 
tanggungan pembiayaan 
kesehatan melalui program 
BERANI Sehat sejak dilun-
curkan pada 2025. ANT


